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ABSTRAK

Nama : Sujana Gitanegara
Program Studi : Akuntanst
Judul : Analisis  Dampak  Sertifikasi  Penjenjangan  Jabatan

Fungsional Auditor Terhadap Kompetensi, Pela Karier, dan
Fungsi Auditor Inpekiorat Jenderal Departemen Pendidikan
Nasiona),

Tesis ini membabas tentang dampak sertifikasi penjenjangan Jabatan Fungsional
Auditor (JFA) terhadap kompetensi, pola kanier dan fungsi Awditor Inpekiorat
Yenderal Departemen Pendidikan Nasional. Pepelitian ini adalah penelitian
kualitaiif deskriptif. Hasii penelitian menyarankan agar dalam menyuson formasi
kebutuban Auditor hendaknya menggunakan pendekatan formasi yang telah
dikeluarkan oleh BPKP, dan dalam memetakan Auditor hendaknyy
memperhitungkan beban kerja dan sertifikasi peran yang dimiliki masing-masing
Auditor serta disamping semangat uniuk belajar dan berkembang harus ada dalam
diri Auditor, BPKP pun sebagai badan pembina pengawasan APIP diharapkan
lebih optimal dalam menciptakan Auditor-Auditor yang handal, profesional, loyal,
jujur dan benintegritas tinggi dalam melaksanakan kegiatan Audit melalui kegiatan
diklat sertifikasi yang telah berlangsung selarmna inl.

Kata kunci:
JFA, kompetensi, pola karier, sertifkasi, formasi

vii Universitas Indonesia

Analisis Dampak..., Sujana Gitanegara, FEB Ul, 2009



ABSTRACT

Name : Sujana Gitanegara
Studi’s program  © Accounting

Title : Analisis of Increasing of certification Impact to Auditors
Functional Responsible Position to [uterest, Career patiern,
and Function of Aunditor National Education Depariment
General Inspectorate.

This thesis works through increasing of centification impact to Auditors
Functional Responsible Position {(JFA) to Interest, Career patiers, and Function of
Auditor National Eduvcation Department General Inspectorate. This research is
observational descriptive qualitative. The result sugpest to arrange Auditor
requirement formation ought to utilize formation approaching that already has
been issued by BPKP, and in map Auditor ought to take into account work load
and proprietary role certification each Auditor and also, Auditor rmust have spirit to
study to develope himself, BPKP as institution of APIP'S supervisory bailder is
expected more optimal in create Auditors that competence, professional, loval,
have high integrity in performm Audit activity via educafion and (raining activity
certification that already happen all this time.

Key word:
JFA, competence, career pattern, certification, formation
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BAR1
PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawal Negeri Sipil memberi peluang pembentukan jabatan
funigsional Pegawai Negeri Bipil (PNS) beserta pembinaannya berdasarkan sistem
karier dan sistern prestasi keria. Upaya tersebut menjadi bagian reformaesi
manajemen PNS  dalam menciptakan PNS yang profesional, bertanggung jawab,
jujur dan adil guna menjamin pelaksanaan tugas pemerintzhan umum dao
pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Jabatan fungsional PNE merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wowenang dan hak seorang PNS dalam suafu satuan organisasi
yang dalarg pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan
tertentu serfa bersifat mandiri bertujuan untuk peningkatan profesionalisme dan
pengembangan kaner PNS dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan
fugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Sebagai bagian dari upaya pembentukan Jabatan Fungsiomal Pegawai
Negeri Sipil tersebut, maka dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara (MeoPAN) nomor 19 tahun 1996 dibentukish Jabatan
Fungsional Auditor (JFA) dengan maksud untuk memenubi  kebutuhan
tersedianya PNS yung ditugaskan secara penuh wakt untuk melaksanakan tugas
pengawasan secara profesional dan untuk menjanin pembinaan profesi, karier,
kepangkaten dan jabatan dalam rangka meningkatkan mutu pengawasan di
ngkungan instansi pemerintah.

Sebagai salsh sato dampak dari penerapan peraturan tersebut, kedudukan
JFA di Inspekiorat Jenderal Depariemen Pendidikan Nasional {Itjen Depdiknas)
menjadi sangat strategis karepa menjadi tulang punggung aparat pengawasan
fungsional internal pemerintsh  yang mempunyai peran penting dalam
pengendalian  manajemen pelaksangan tugas pemerintahan di  lingkungan
Departermen Peadidikan Nasional.
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PNS yvang diberi tugas, tangpongjawab, wewenang, dan hak secar pennh
oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instanst
pemerintah tersebut, berdasarkan Keputusan Menteri Negars Pendayagunsan
Aparatur Negara nomor 19 tahun 1996 disebut Auditor atau Pejabat Fungsional
Auditor {PFA) dan untuk lebih menjamin terlaksananya pembinaan JFA secara
efisien, efekiif dan berkesinambungan, Badan Pengawasan Keuvasgan dan
Pembangunan (BPKP) ditetapkan sebagai instansi pembina JFA di lingkungan
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang raang fingkup pembinaannya
meliputi BPKP, Inspekiorat Jenderal, dan unit kega pemerintah lainnya yang
melaksanakan tugas pengawasan internal serta Badan Pengawas (Inspektorat)
Provinsi/ Kabupaten/ Kota,

Upaya peningkatkan kompetensi pejabat yang melaksanakan fugas pengawasan
dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) sertifikast yang dimudal tehun 1997
hingga sekarang. Diklat sertifikasi JFA dimeksudkan untuk  memberikan
kompetensi dasar seorang PNS  untuk menjadi Auoditor yang memiiiki
kemampuan minimal untuk dapat melakokan audit sesuat perannya dalam suato fm
manditi dan memiliki kompetenst {pengetahuan, ketrampilan, serta sikap) yvang
sesuai dengan jenjang jabatan/ perannya tersebut.

1.2. Permasalahan
Awal pembentukan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di Inspektorat
Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dimulai pada tahua 2004, dimana pada
masa ity berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara nomor
19 tzhun 1996 terjadi perubshan melalui inpassing dari Jabatan Struktural
Pemeriksa Inspekiomat Jenderal {Jabatan Pemeriksa (Eselon 11i/z) dan lospekiur
Pembantu (Eselon [V/a)) menjadi Jabatan Fungsional Auditor Inspekforat
Jenderal Depariemen Pendidikan Nasional dengan mengikuti pendidikan dan
pelafihan (diklat) matrikulasi JFA guna memperoleh serfifikasi berdasarkan
pangkat, jabatan dan pendidikan yang dimiliki setiap peserta diklat tersebut,
Dalam penalanannya, penerapan sertiftkasi JFA tersebut menimbulkan
dampzak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah lahirmya Auditor
vang kompeten di bidang pengawasan melalui kegiatan diklat sertifikasi
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pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penpawasan (Pusdiklatwas) BPKP,
namun dampak negatifnya adalah tidak optimalnya penerapan hasil sertifikasi JFA

yang mana dalam peneilitian ini dibatasi pada dampak sertifikasi terhadap
kompetensi, pola karier dan fungsi Auditor Inspektorat Jenderal Depdiknas.

Melalui data kepegawaian Itjen Depdiknas, data program kerja

pengawasan tahunan (PKPT) tahun 2009, studi literatur, wawancara dan kuesioner

akan dianalisis tentang :

1.

Apakah jumlah formasi Auditor Itjen Depdiknas per 31 Desember 2008 masih
sesuai dengan perhitungan pedoman perumusan formasi BPKP?

Apakah komposisi jumlah Auditor per 31 Desember 2008 berdasarkan
sertifikasi peran telah terpetakan secara merata di setiap Inspektorat?
Bagaimana dampak penerapan sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor terhadap
pola karier dan kompetensi Auditor Itjen Depdiknas?

Permasalahan apa yang masih menjadi kendala pengembangan sistem karier
Auditor Itjen Depdiknas sehubungan dengan penerapan Sertifikasi

Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor?

1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian int dirnmuskan untuk mencoba menjawab permasalahan
di atas, yaitu:

1.

Untuk menentukan formasi Auditor yang ideal sesuai dengan kebutuhan
perencanaan kegiatan pengawasan tahunan (PKPT) tahun 2009 berdasarkan
pedoman perumusan formasi BPKP dan menata kembali pemetaan Auditor di
setiap Inspektorat Itjen Depdiknas berdasarkan sertifikasi peran yang dimiliki
sehingga akan terjadi pemerataan peran dan kekuatan pengawasan

Untuk mengetahui dampak sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor terhadap
pola karier, kompetensi dan fungsi Auditor Inspektorat Jenderal Depdiknas.

. Untuk menganalisis permasalahan yang masih menjadi kendala

pengembangan sistem karier Auditor Itjen Depdiknas sehubungan dengan

penerapan Sertifikasi Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor.
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Berdasar tujuan penelitian di atas, maka signifikansi  penclitian
diharapkan:

1. Dapat memberikan penjelasan tentang dampak sertifikasi Jabatan Fungsional
Auditor Itjen Depdiknas terhadap pola karier, kompetensi, dan fungsi Auditor
Itien Depdiknas yang dikaitan dengan formasi Auditor Itjen Depdiknas beserta
pemetaannya.

2. BSebagai bahan masukan (input) bagi pimpinan Inspektorat Jenderal Depdiknas
dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan JFA dan sebagai bahan
evaluasi bagi bagian Tatalaksana dan Kepegawzian Inspektorat Jenderal
Depdiknas

3. Bagi penulis, penelitian ini sangat menarik, karena sebagai seorang calon
Axditor di Inspekiorat Jenderal Depdiknas harus mengetabni sendiri secara
aktif mekanisme Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat
Jenderal Depdiknas, khususnya dalamm memahami ari penting seiifikasi
penjemangan Jabatan Fungsional Auditor.

1.4, Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa
analisis data kualitatif berdasarkan telaah data hasil observasi, studi literatur, dan
studi empirik. Observasi data dilakukan terbadap data Auditor Itjen Depdiknas
per 31 Desember 2008, data perencanaan program kerja pengawasan fahunan
(PKIFT) tahun 2009 dari masing-masing Inspektorat Itjen Depdiknas dan data
hasil pengisian kuesioner oleh para Auditor Itjen Depdiknas serta hasi! wawancara
dengan beberapa Auditor Senior Itjen Depdiknas dan/ atau pengeloia JFA di
Subbagian Kepegawaian Ifjen Depdiknas. Sedangkan teknik studi literatur
dilakukan untuk mendukung analisa yang akan dilakukan peneliti melalui buku-
buku ataupun situs internet yang berbubungan dengan materi penelitian, serta
studi eopirik dilakukan untuk perhitungan formasi Auditor Ijen Depdiknas tabun
2009 berdasarkan pedoman perumusan formasi BPKP,
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1.5. Keterbatasan Penelitian

Karena keterbatasan waktu, penelitian ini dibatasi pada dampak sertifikasi
terhadap kompetensi dan pola karier Auditor Inspektorat Jenderal Depdiknas
sedangkan dampak sertifikasi terhadap fungsi Auditor Inspektorat Jenderal
Depdiknas tidak dianalisis secara mendalam, hanya diambil berdasarkan hasil
penilaian Auditor terhadap pertanyaan kegiatan audit. Selain ifu penelitian ini
terbatas pada penggunaan data kepegawaian per 31 Desember 2008, PKPT tahun
2009, laporan tahunan Itjen Depdiknas tahun 2008, literatur yang terkait dengan
penelitian, kuesioner yang sederhana (dua pilihan/ tertutup) dengan jumlah
responden sebanyak + 70% jumlah Auditor Itjen Depdiknas serta tidak
menggunakan pengujian statistik yang kompleks.

1.6. Sistematika Pembahasan
Untuk mencapai tujuan studi, dalam membahas permasalahan, penulis
menyusun karya akhir ini dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Bab ini membahas latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian,
metode penelitian, keterbatasan penelitian serta sistematika penulisan.
Bab II Tinjauan Pustaka
Bab ini membahas tentang sistem karier PNS, Jabatan Fungsional
Auditor (JFA), perumusan BPKP untuk formasi Auditor, sertifikasi
JFA, pola karier JFA, Sistem Pengawasan Internal Pemerintah dan
fungsi Auditor dalam Sistem Pengawasan Internal Pemerintah.
Bab Il Gambaran Umum Obyek Penelitian
Bab ini membahas tentang sejarah organisasi, visi dan misi, struktur
organisasi, data kepegawaian, jenis pengawasan dan jumlah sasaran
pemeriksaan Auditor Itjen Depdiknas.
BabIV  Pembahasan hasil penelitian
Bab ini membahas tentang deskripsi data beserta analisisnya guna
memperoleh gambaran dampak sertifikasi JFA bagi kompetensi, pola
karier, dan fungsi Auditor Itjen Depdiknas.
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BabV

Simpulan dan suran

Bab ini bensi kesimpulan hasi] penelitian dan saran dan penulis yang
diberikan notuk memperkecil dampak negatif dari penerapan sertifikast
penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor terhadap kompetensi, pola
karier, dan fungsi Auditor Ifjen Depdiknas.
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BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Gambaran Umum Sistem Karier PNS

Definist pegawar negeri menurut Undang-Undang nomor 43 tahun 1999
tentang Penvbaban Atas Undang-Undang nomor 8§ tahun 1974 tentang  Pokok-
Pokok Kepegawaian adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah
memenuhi syarat yaong ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas pegara lainnya, dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Pegawai negerl yang terdini atas pegawai segeri sipil (PNS), anggota
Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia merupakan unsuar apargtur negara dan abdi masyarakat yang berperan
penting dalam meneiptakan masyamkat madani vang taat hukum, berperadaban
modemn, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi yang menyelenggarakan
pelavanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuaa bangsa dengan
penuh kesetinan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam
mewyjudkan ciig-cita bangsa,

2.1.1. Sistem Karier Pegawai Negeri Sipil
Karier PNS merupakan tahap perkembangan pangkat atau jabatan scorang
PNS melalui suatu pembinaan karier. Pembinaan karier PNS tersebut didasarkan
atas sistem karier dan sistem prestasi kerja dengan penekanan pada prestesi keria,
sehingpa memungkinkan PNS  yang prestasi kerdanya lebibh baik  akan
mendapatkan kesempatan promosi walaupun masa keranya lebih rendah
dibanding yang lain.
Pembinaan karier int memiliki dua sistern, yaitu:
1. Sistem tertutup, artinya jabatan yang ada hanya dapat diisi oleh pegawai yang
berada dalam organisasi terssbut.
2. Sistem terbuka, arlinya jabatap vang ada dapat diisi oleh orang dari Juar
organisasi karena bagi PNS berlaku sistem pembinaan karier tertutup dalam
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arti negara, sehingga para PNS dimungkinkan untuk pindah tugas atau pindah
wilayah kerja sepanjang masih dalam status PNS.

Melalui penyusunan sistem pembinaan karier pegawal yang sedemikian
rupa, sistematik dan terencana, maka akan diperoleh penempatan pegawai negert sipil
berdasarkan tingkat keserasian antara persyaratan jabatan dengan kinerja pegawai
yang bersangkutan dan akan tercipta keselarasan kompetensi pegawai dengan

kebutuhan organisasi.

2.1.2. Jabatanr Karier Pegawai Negeri Sipil

Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 pasal 1 dan pasal 17 menyatakan
bahwa jabatan karier merupakan jabatan struktural atau fungsional yang hanya
dapat diduduki oleh pegawai negen sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan
dan pengangkatannya dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip
profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat
yang ditetapkan untuk jabatan ifu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan

jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan.

2.1.3. Jenis Jabatan.
Jabatan karier dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu jabatan struktural

dan jabatan fungsional.

2.1.3.1. Jabatan Struktural
Sesuai dengan PP No. 100 tahun 2000, yang dimaksud dengan Jabatan
struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,

wewenang, dan hak seorang pegawai negen sipil dalam rangka memimpin suatu
satuan organisasi negara. Ini berarti jabatan struktural merupakan jabatan yang
secara tegas ada dalam struktur organisasi dan akan lebih banyak pada fungsi-
fungsi administratif, manajerial dan kepemimpinan yang diperlukan dalam proses

pengambilan keputusan.
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Untuk meraih jabatan struktural umumnya PNS harus memenubi kriteria
benkut:
» Persyaratan Jabatan yang terdiri dari:
1. Berstatus pegawal negeri sipil;
2. Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang
pangkat yang ditentukan;
3. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
4. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilal baik
dalam 2 (dua} tahun terakhir;
5. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
6. Sehat jasmani dan rohani.
= Pertimbangau Baperjakat
1. Kompetisi dengan calon-calon lain {min 3 orang)
2. Melakukan pelaksanaan pengangkatan

Keputusan Kepals Badan Kepegawaian Negara nomor: 43/Kkep/2001
tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil menyatakan
bahwa kompetensi adalah kemampusn dan karskteristik yang dimiliki oleh
seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keahitan dan sikap perilaku
yvang diperiukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya yang meliputi kompetensi
umum, vaitu kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang
pegawai negenl sipil berupa pengetahuan dan perilaku yang diperluken dalam
melaksanakan tugas jabatan strulktural yang dipangkunya dan kompetensi khusus,
yaitu kemampuan dan karskteristic yang dimiliki oleh seorang pegawsai negen
sipil berupa keahlian untuk melaksapakan tugss jabatan struktural yang
dipangkunya.

Dalam jabatan struktural dikenal pola dasar karier PN, yeifu pedoman
yang memuat teknik dan metode penyusunan pola karier dengan menggunakan
unsur-unsur; pangkal; golongan ruang; tingkat jabatan; masa kerja; diklat jabatan;
pendidikan formal dan usia.

Pola karier PNS adalah pola pembinaan PNS yang menggambarkan alur
pengembangan karier, yang menunjukkan keterkaifan dan keserasian antara
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jabatan, paogkat, diklat jabatan, kompetensi, serta masa jabatan, sejak
pengangkatan pertama dafam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.

Jenjang iabatan struktural dan jenjang pangkat berdasarkan Peraturan
Pemerintah nomor 100 tahun 2000 jo Peraturan Pemerinigh RI nomor 13 tahun
2002 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural, dapat dilihat dalam
tabel berikut:

Tabel 2.1
Jenlang Pangkat dan Golongan Ruang dalam Jabetan Struidural
Jenjang Pangkat, Goloagan Ruang
No | Bselon
Terendah Tertinggi
1 fa Prmbing Ulama Ve {Pembina Utama Wi
2 ffb  Pembina Utama Madya Iv/id  [Pembins Utama Ve
3 Hla Pembina Utama Muda Wic Pembina Utama Madys | VA4
4 §lb Pembing Tingkat 1 v Pembina Utama ivie
5 flls Pembina s Pembing Tingkat { VH
¢ ik Penata Tingkat 1/ Perbiaa Vi
T Vs Peiain LGlc Penata Tingkat | {14
g8 Vb Penata Muds Tingkat | [i/b Penata Hi
9 Va Penata Muda L= Penata Muds Tingkat | | 1D
0 Vb Pengatur Tingkat [ t/d Perata Muda il

(Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahue 2600)

Sedangkan besarnya tanjangan jabatan struktural yang diberikan sejak pelantikan
adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tuniangan Jabatap Struktural
No Esclon Besar Tunjangan

1 A RpS.500.000,00
2 B Rpd.375.000,00
3 f1A Rp3.250.060,05
4 HB Rp2 462500000
3 HIA Rpl.260.080,00
6 HIR Rp980.000,00
7 VA Rp340.80060
R VB Rp490.000.00
9 VA Rp360.000.00

Sumber: Peeaturan Presiden Nomor 26 tshen 2607
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Namun demikian pegawal negerl sipilpun dapat diberbentikan dari jabatan
struktural dengan alasan sebagat berikut:

Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;

Mencapai batas usia pensiun;

Diberhentikan sebagai pegawat negeni sipil;

Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabalan fungsional;

Cuti di luar tanggmgan negara, kecuali cuti di luar tanggngar negara karena

persalinan;

Tugas belajar lebih dan 6 (enam) bulan;

Adanva perampingan organisast pemerintah;

Tidak memenuhi persyaratan keschatar jasmani dan rohani; atau

I

Hal-hal lain vang dilentukan dslam peraturan perundang-undangan yang
beriaku.

2.1.3 2 Jabaten Fungsional
Berdasarkan Peraturan Permnerintah nomor 16 tahun 1994 pasal 1 angka |

yang disebut scbagai jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak scorang pegawal negeri sipil dalam
snatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandin. Deagan keta lain
jabatan fungsional merupakan jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam
struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan organisasi, dan febih
berperan pada proses penyusunan rencana pelaksanasn, pemberizn saran,
masukan dan rekomendast dalam rangka pengambilan keputusan oleh pimpinan
organisasi atau para pejabal strukioral,

Pengangkatan ke dalam jabatan fungsional dilaksapakan dengan
memperhatikan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan tersebut dan juga
penilaian atas prestasi kerja, Sedangkan pelaksanaan pembinaannya didasarkan
atas sistemn prestasi kerja dan sistem karder yang dititikberatkan pada sistem
prestasi kerja, sechingga PNS yang memenuhi syarat dapat dinatikan pangkatoya
sebagal penphargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS
terhadap negara dan sebagai pendorong kepada PNS untuk meningkatkan prestasi

kerja dan pengabdiaannya.
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2.2.  Jabatan Fungsionsl Auditor
2.2.1. Scjarah Jabatan Fungsional Audifor

Melalu: Keputusan Menteri Negara Pendayagunasn Aparatur Negama
Nomor 19 tahun 1996 ientang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnys,
Badan Penpawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dirintis sejak
tahun 1983 dengan nama Pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan (PKP)
menjadi instansi pemerintah yang pertama kali menerapkan Jabatan Fungsional
Auditor (JFA) dan ditetapkan sebagal instansi pembina JFA di lingkungan
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah {(APIP) yang meliputi BPKP, Inspektorat
Jenderal  Departermen, Inspektorat  Utamaffospekiorat  Kementerian/Lembags
Pemerintah Nen Departemen {(LPNI)), dan unit kerja pemerintah lainnya yang
melaksanakan tugas pengawasan internal serta Badan Pengawas (Inspektorat)
Provinsi/Kabupaten/Kota. Selanjuimya penerapan JFA mulai berkembang ke
instansi pengawasan lainnya seperti di  lingkungan Inspektorat Jenderal
Departemen/LPND pada tabun 2000 dan di lingkungan Badan Pengawasan
Daerazh (Bawasda) pada tahun 2003.

JFA dibentuk dengan twjuan untuk menjamin pembinaan profesi
dan karier, kepangkatan dan jabatan bagi PNS vyang melaksanakan
pengawasan pada instansi pemerintah dalam rangka mendukung peningkatan

kinerja instansi pemeriotah,

2.2.2. Pengangkatan ke dalam Jabatan Fuagsional Auditer
Seorang pegawal negeri sipil dapat diangkat ke dalam Jabatan

Fungsional Auditor Trampil ataupun Ahli apabila memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

1. Berijazab pendidikan formal minimal SLTA, D 1L, atau D [II dengan
kualifikast vang ditentukan oleh instansi pembina untuk Auditor Trampil dan
minimal sarjans (81} untuk Auditor Abli

2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I {golongan ruang II/b)
untuk Auditor Trampil dan Penata Muda {golongan ruang III/a) untuk
Auditor Ahl

Universitas donesia

Analisis Dampak..., Sujana Gitanegara, FEB Ul, 2009



3.
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Bekerja di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan di
lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), meliputi:
BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan LPND, dan
Badan Pengawasan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Memiliki kompetensi di bidang pengawasan dan lulus diklat sertifikasi
JEA sesuai dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya

Memiliki angka kredit minimal yang ditentukan.

Sedungkan pengangkatan seorang pegawai negeri ke dalam  Jabatan

Fungsional Auditor {JFA) dapat dilakukan melalni tiga mekanisme yaitu:

i.

Pengangkatan Pertama

Merupakan pengangkatan pertama kali ke dalam IFA bagi PNS yung
melaksanakan tugas pengawasen. Persysratan pengangkatan i adalab
PNS/calon Auditor harus memperoleh sertifikast dan angka kredit kumulatif
tertentu sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkatnya.

Pengangkatan Perpindahan

Merupakan pengangkatan ke dalam JFA dengan memindahan dari jabatan
struktural atau jabatan fungsional lainnya ke dalam JFA (mutasi horisontal}
setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, vaitu sertifikasi sesuai
dengan jenjang jabatannya. Dengan kemungkinan adanya perpindahan secara
horizontal dari jabatan struktural dan jabatan fungsional lain ke dalam JFA
atau sebaliknya pada jenjang golongan ruang yang sama, memberikan peluang
bagi Auditor vang telsh mencapai pangkat dan jabatan tertentu berpindah ke
jabatan struktural/ jabatan fungsional lain dengan persyaratan sesuai ketentuan
yang berlaku dan kenbali lagi menjadi Auditor sesuai kebutuhan organisasi,
Pengangkatan melalul fnpassing (penyesuaian dalam jabatan)

Merupakan pengangkatan ke dalam JFA melalul penyesuaian bagi para PNS
yang telah dan masih bertugas di bidang pengawasan berdasarkan keputusan/
persetyjuan pejabat yang berwenang. Ini merupakan ketentuan khusus pada
saat terjadi perubshan ketentuan yang memeriukan penyesumian bagi PNS
yang terkena dampak ketentuan tersebut dan pelaksanaannya dibatasi waktu
yang ditetapkan pembina PNS.
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2.2.3. Jenjang Jebatan
Jenjang jabatan yang ada dalam Jabatan Fungsional Auditor terdini dan :
a. Auditor Trampil, meliputi Aunditor Pelaksana, Auditor Pelaksana Lanjutan

dan Awditor Penyelia.

b. Auditor Ahli, meliputi Auditor Ahli Pertama, Auditor Ahli Muda, Auditor
Ahli Madya, dan Auditor Ahli Utama.

2.2.4, Kompetensi Pejabat Fungsional Auditor (PFA)

Sebagai sebuah profesi, maka kompetensi seorang Pejabat Fungsional
Auditor {PFA} diukur dari beberapa aspek yaitu:

» Pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan dan pelatihan vang
ditkouti.

» Pengalaman pengawasan yang ditenjukican melslui besaran angka kredit vang
berhasil dikumpulkan dalam sat pericde waktuw Perolehan angka kredit
tersebut akan dinilai secara reguler tiap semester.

PFA dalam melaksanakan tugas pengawasan selain ditentukan ¢leh
jeniang jabatan yang didudukinya juga ditentukan oleh peran yang diembannya
yaitu peran Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim atau Anggota Tim.
Penentuan peran tersebut disesuaikan dengan sertifikasi yang telah dimiliki PFA,

Sedangkan karakteristik profesionalismenya adalah sebagai berikut;

Memiliki keahlian dan keterampilan dalam bidang pengawasan yang

dibuktikan dengan lulus sertifikasi keahlian dan keterampilan sesuai peran dan

jabatannya;

» Menerapkan standar audityang telah ditentukan dalam setiap penugasan;

» Menjunjung tinggi kode etik dalam setiap pelaksanaan tugas,

* Memelihara dan meningkatkan keahlian profesionalnys melalui Pendidikan
Profesi Berkelanjutan (PPL) sesuai dengan ketentuan;

s Berpartisipasi dalam upaya pengembangan profesi melalui keikutsertaan

dalam organisasi profesi; dan

+ Memelihara kualitag audit melalui upaya reviu rekan sejawat (peer-review).
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Profesionalisme tersebut dapat diwujudkan melalui pengalaman dalam karier
jabatan dan melalui diklat sebagaimana PP No. 16 tahun 1994 dan PP Ne. 101
tahun 2000 .

2.2.5. Kebijakan Pembinaan

Di dalam Peraturan Pemerintzh no. 16 tahun 1994 dinyatakan bahwa
untuk mewujudkan PNS yang profesional perlu dilakukan pembinaan jabatan
fungsional PNS vang dilaksangkan berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi
keria secara konseptual, Konsisten, bertahap dan berkelanjutan dengan mendasari
pacia tata kelola yane baik, yang meliputi:

1. Peningkatan profesionalisme vang ferinlegrasi dalam sistem karier dan sistem

prestasi kerja. Kebijakan ini mendasarkan pada konsep bahwa peningkatan
profesionalisme dapat diwujudkan melalui pengalaman dalam menduduki
Jjabatan dan melalui diklat. Oleh karena itu, pembinaan profesionalisme tidak
dapat berdiri sendiri tetapi harus diintegrasikan dalam sistem karier dan sistem
prestasi kepa, schingga pendidikan dan pelatihan {diklat) menjadi bagian
integral dan sistem pembinaan PNS vang berkaitan dengan pengembangan
kartier PNS dengan memperhitengkan proses identifikasi  kebutohan,
perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi dikiat,
Sementara 1tu keterkaitan peningkatan profesionalisme, sistern karier dan
sistem prestasi kerja akan terlihat pada pola karier yang dikembangan dalam
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tabun 1996
ientang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, dan peraturan
pelaksanaannya yang dirangkum dalam table 2.3 berikut:

tndversitas Indonesis

Analisis Dampak..., Sujana Gitanegara, FEB Ul, 2009



16

Tabel 2.3
Pola Karier JFA

Auditor Trampil

AK. Diklat Persyaratan AK
Jabatan Gol | kum. | P | sentifikasi | Masuk Diktat
[[T]+] 40
Auditor Pelaksana Itic 60
li/d 80 Pembentukan
Auditor Pelaksana ffa 100 ?P”?gola Auditor Emry level
Lanjutan b | 150 Trampit
. , e 200
Auditor Penyelia i/ 300
Auditor Ahli
AK. Diklat Parsyaratan AKX
Jabatan Gol | gum. | P®™" | sertifkasi | Masuk Diklat
Auditor Ahli ilifa 100 | Anggota Pembentukan
Pertama o | 150 | Tim Auditor Ahli Sty gvel
A : like 200 Penjenjangan
Auditor Ahli Muda d 300 Ketua Tim Ketua Tim 175
IVia | 400 . | Penjenjangan
Auditor Ahli Madya | IV | 550 | - 19€™2!! | pengendai 350
IVic 700 Teknis
IVid | 850 . | Penjenjangan
i : Pengendali 4
Auditor Ahli Utama e | 1050 | Muty :qilgendall 775

Pola karier JEA datam tabel di atas dapat dijelaskan sebagai benikut:

a.

Daiam JFA terdapat jemjang jabatan terampil dan ahli dengan pola
pembinaan yang memiliki keterkaitan dan keserasian antara jabatan,
pangkat, diklat, serta pengalaman dalam karier jabatan yang diukur dari
perolehan angka kredit. Keterkaitan dan keserasian tersebut dirancang
sedemikian rupa sebagai upaya untuk membentuk, mempertahankan dan
meningkatkan profesionalisme dan kompetisi yang sehat dalam
pelaksanaan tugas Auditor.

Pemenuhan sertifikasi dan pencapaian angka kredit kumulatif sebagat
persyaratan kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat tersebut sejalan
dengan karakteristik JFA sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
Pemerintah no. 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS, yaitu
jabatan fungsional mensyaratkan adanya keahlian dan keterampilan dalam

pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri. Keahlian dan keterampilan di

Universitas lndonesia

Analisis Dampak..., Sujana Gitanegara, FEB Ul, 2009



17

bidang pengawasan tersebut diperoleh melalui pengalaman dalam karier

jabatan yang tergambar dalam pencapaian angka kreditnya dan

peningkatan kompetensi melalui diklat.

c. Pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri JFA diartikan sebagai tim mandiri
yang berimplikasi adanya peran Auditor yang berbeda dalam sebuah tim
mandiri yaitu Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan
Anggota Tim. Perbedaan peran dalam sebuah tim mandiri ini tentu saja
membutuhkan persyaratan kompetensi yang berbeda pada masing-masing
peran.

d. Pemenuhan persyaratan kompetensi yang berbeda tersebut meliputi
pendidikan formal, diklat Sertifikasi JFA dan pendidikan profesi
berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 1 dan pasal 12 ayat
| Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

e. Dalam mengikuti diklat Sertifikasi JFA secara berjenjang dipersyaratkan
adanya pengalaman kerja yang diwujudkan dalam pemenuhan angka
kredit sejumlah tertentu.

Kebijakan mengenai pelaksanaan diklat dan ujian sertifikasi bagi Auditor

ditetapkan oleh Kepala BPKP yang tertuang dalam pola pendidikan dan

pelatihan auditor bagi aparat pengawasan fungsional pemerintah dan sesuai
dengan kebijakan pembinaan diklat yang ditetapkan oleh Lembaga

Administrasi Negara (LAN) yang meliputi:

a. Pendidikan Formal
Berdasarkan ketentuan dalam Jabatan Fungsional Auditor untuk dapat
menjadi Auditor, pendidikan formal yang dipersyaratkan adalah sebagai
berikut:

e Untuk Auditor ahli, berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1)/ D-IV
atau yang sederajat dengan kualifikasi yang ditentukan oleh instansi
pembina.

o Untuk Auditor terampil, berijazah serendah-rendahnya SLTA atau
yang sederajat dan setinggi-tingginya D-III dengan kualifikasi yang

ditentukan oleh instansi pembina.
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b. Diklat Sertifikasi JFA

Diklat inj diselenggarakan secara berjenjang untuk memenuhi persyaratan
kompetensi minimal bagi Auditor untuk melaksanakan tuges sesual
jenjang peran dan jabatannya dan keberbasilannya dilegalisasi melalui
kelulusan ujian sertifikasi JFA pada setisp jenjang diklat Diklat ini
meliputi:
1)} Diklat Sertifikasi Pembentukan Auditor
2) Diklat Sertifikasi Pindah Jakur
3) Diklat Sertifikasi Penjenjangan Auditor yang terdiri daric

a) Diklat Sertifikagi Penjenjanpan Peran Ketva Tim,

by Diklat Sertifikasi Penjenjangan Peran Pengendali Teknis

c} Diklat Sertifikasi Penjenjangan Peran Pengendali Mutu

Tabel 2.4
Susunan Jabatan, Golongan dan Peran Jabatan Fungsional Auditor
Jabatan Gel, Peraan Luhus Sertiftkasi
Auditor Ahli IV/d ~IV/ei PM | Penjenjangan PM
Auditor Ahli IV/a—1Vicy PT | Penjeniangan PT
Auditor Ahli Muda [1ll/e - I1¥/d}] KT | Penjenjangan KT
Auditor Anli a1 AT | Pembentukan/Pindah Jalur Auditor
Auditor Trampil b --Hd ]| AT |Pembentukan Auditor Trampil

¢. Ujian Sertifikasi JFA
Merupakan ujian yang waijib dilkuti oleh peserta diklat pada setiap jenjang
diklat dengan kesempatan ujian makstmal empat kali, vang terdiri dari satu
kali ujian utama dan tiga kali ujtan ulangan dalam waktu dua tshun setelah
mengikuti diklat. Apabila dalam jangka waktu tersebut belum lulus maks
peserta ujian dinyatakan tidak lulus/gugur, dan peserta diwajibkan
mengikuti kembali program diklat secara penuh dari awal.

d. Diklat untuk Pengangkatan Inpassing
Diklat ini diwajibkan bagi PNS yang diangkat! ke dalam JFA melalui
pengangkatan inpassing {(penyesuaian} dalam JFA. Bagi Auditor yang
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diangkat melalui inpassing dalam jabatan tertentu diwajibkan mengikuti
diklat sertifikasi yang terdiri dari diklat matrikulasi (tanpa ujian) untuk
jenjang peran di bawahnya dan diklat dengan ujian sertifikasi sesuai
dengan peran dalam jabatannya. Diklat matrikulasi dapat juga digantikan
dengan mekanisme Ujian Bebas Matrikulasi (UBM), yaitu mengikuti dan
lulus vjian tanpa mengikuti diklat terlebih dahulu. Sebagai contoh seorang
Auditor yang diangkat melalui inpassing dalam jabatan Auditor Ahii
Muda dengan peran ketua tim, maka yang bersangkutan diwajibkan
mengikuti diklat matrikulasi ahli anggota tim dan diklat sertifikasi
penjenjangan ketua tim. Diklat matrikulasi ahli anggota tim dapat
digantikan dengan program ujian bebas matrikulasi.

e. Pendidikan Profesi Berkelanjutan

Pendidikan ini bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan
kemampuan Auditor agar dapat melaksanakan tugas di bidangnya dan atau
mempunyai kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sesuai
perkembangan lingkungan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pelatihan ini dapat berupa kegiatan sebagai berikut:

e Piklat Teknis Substansi Auditor yang dimaksudkan untuk memenuhi
kebutuhan peningkatan dan persyaratan kompetensi teknis pelaksanakan
tugas Auditor.

» Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) yang merupakan bentuk in-house training
dengan penekanan lebih pada unsur pelatihan (praktis) dan bukan
pendidikan (teoritis), sehingga metode pelatihannya berupa pemaparan oleh
pemrasaran dan moderator sebagai pengendali diskusi.

e Seminar, diskusi panel, dan lokakarya di bidang pengawasan yang
mencakup curreni issue pengawasan, penugasan audit yang sedang
dilaksanakan dan perbaikan/ penyempumaan metode-metode pelaksanaan
tugas pokok dan fungst.

¢ Penyusunan karya tulis ilmiah di bidang pengawasan yang merupakan salah

satu kegiatan pengembangan profest yang dianjurkan.
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2. Sistem Karier Jabatan Fungsional Auditor

Alur pengembangan karier Auditor melalui promosi (kenaikan pangkat dan

jabatan), dan dikiat yang dibangun dengan berbasis sistem prestasi kerja dalam

bentuk pencapatan angka kredit diuraikan sebagai berikut:

a. Pengangkatan ke dalam JFA didasarkan atas kompetenst/ sextifikast yang
bersangkutan dengan mempertimbangkan formasi jabatan, kecukupan
beban kerja pada unit kerja yang bersangkutan serta kualifikasi pendidikan
yang sesuai dengan tugas Auditor.

b, Kenatkan pangkat diperoleh setelah mencapai sejumlsh angka kredit
kumulatif tertentu dan magih berada di dalam jenjang jabatan yang sama,
serta tidak berhak memperoleh kenatkan pangkat secara reguler.

¢. Kenaikan jabatan dapat diperoleh apabila angka kredit kumulatif tertentu
terpenuhi dan persyaratan sertifikasi yang dimiliki telah sesuai denpan
peran dalem jenjang jabatannya,

Sistemn karier dalam JFA  tersebut dirancang sedemikian rupa untuk
mewujudkan potensi, kompetensi dan profesionalisme, dan minat Auditor
dalam pekerjaan/jabatan secara optimal sehingga diharapkan dapat memacu
Auditor dalam memanfaatkan kemampuannya untuk melakukan pekerjaan,
dan meningkatnya kinerja dalam suasana kompetisi yang sehat sehingga pada
gilirannya dapat meningkatkan pulz produktivitas daa kualitas kera

organisasi.

3. Sistom Prestasi Kexia Berbasis Angka Kredit
Penilaian prestasi kerja Auditor ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
sefelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilat melalui perhitungan dan
penetapan angka kredit yang merupakan satuan nilai dari tiap butir kegiatan
dan/atau akurulast nilar butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Auditor
dalam rangka pembinean karier yang bersangkutan. Angka Kredit tersebut
dirancang sedemikian rupa schingga dapat menghasilkan suatu media

pengukuran yang memenuhi kriteda bedkut:
s spesifik, vyaitu teridentifikasi 44 Dbutir kegiatan Auditor yang
dikelompokkan sesuai dengan jenjang jabatan dan perannya vang

menunjukkan tanggung jawab dan wewenang Auditor dalam tim mandiri,
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kegiatan tersebut meliputi unsur pendidikan, unsur pengawasan, dan unsur
penpgembangan profesi sebagi unswr ufama serta unsur penunjang
pengawasan;

terukur, yaitu setiap kegiatan Auditor memiliki satuan angka kredit atau
satuan nilai dari tiap butir kegiatan yang berbeda-beda sespai dengan
tingkat kompleksitas kegiatan;

terencany, yaiiu penelapan satuan angka kredit tersebut didasarkan pada
jam keria efektif seorang Audiior dalam melaksanakan tugas pengawasan
(1250 jam dalam sectahun), sehingga Auditor tersebut memiliki
target/kejelasanp waktu yang akurat dalam merencanakan dan meniti
jenjang kariernya; dan

orientasi hasil, vaitu angka kredit dapat diberikan bila Auditor telah selesai
melaksanakan penugasan vang diberikan dengan menuntukkan bukti vang
menyatakan bahwa penugasan yang dilaksanakan telab memperoleh suatu
hasil,

2.2.6. Penilaian Prestasi dan Kinerja Auditor

Penilatan prestasi dan kinerja Auditor antars lain dilakukan melalud

mekanisme pemberian angka kredit dengan memperhitungkan setiap butir

kegiatan dan atae skumulasi butir-butir kegiatan penugasan sesuai dengan

kompleksitas kegiatan dan jenjang jabatan Auditor. Adapun unsur-unsur kegaiatan
yang dinilai ddalah sebagai berikut:
1. Unsar Utama:

»

Pendidikan

Setiap kegiatan pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah serta
mengikuti atau Julus pendidikan dan pelatihan kedinasan.,

Pengawasan

Setiap kegiatan dalam proses penilaian terhadap obyek pengawasan dan
atau kegiatan fertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah
pelaksanaan tugas dan fungsi obyek pengawasan dan atau kegiatan
tersebut telah sesual dengan yang telah ditetapkan.

Pengembangan Profesi
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Setiap kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pekerjaan (job
performance) melalui keterampilan tertentu, yaitu pelatiban/diklat teknis
dan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan organisasi.
Unsur Penunjang;
Setiap kegiatan yang diarabkan pada pemberdayaan diri pribadi yang
mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, antaea laln melalui
kepiatan mengajar, mengikuii seminar/lokakarya, berperan delam
kepanitiaan dan organisasi profesi, serta memperoleh penghargaan/tanda

jasa.

2.2.7. Formasi Jabatan Fungsional Auditer

Formasi Jabatan Fungsional Auditor adalah jumlzh dan susunan jabatan fungsional

Auditor Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suate satnan organisasi

pengawasan untuk mampu melaksanakan tugas pengawasan secara profestonal dalam

jangka waktu tertentu. Analisis kebutuhan dan penyedizan pegawar tersebut
berdasarkan analisis terhadap:

4.

Jeriis Pekerjaan, yaitu berbagai kegiatan yang harus dilakukan Auditor untuk
melaksanakan pengawasan yang merupskan tugas dan fungs: masing-masing
satuan organisasi pengawasan

Sifat Pekerjaan, yaitu berbagal aspek yang mempengaruhi wakiu penyelesaian
pekegiaan.

Beban Kerja, yaitu jumish sermua kegiatan/tugas yang harus diselesaikan oleh
seorang Auditor selama periode tertentu dalam keadasn mormal yang diunkur
dengan hari pengawasan (HP). Memperkimkan beban kerja dari roasing-masing
satuan organisast pengawasan dilakukan berdasarkan jumish auditan dan jenis
kegiatan pengawsasan yang dilakukan.

Kapasitas Auditor, vaitu kemampuan Auditor dalam melaksanakan berbagal kegiatan
pengawasan sesuat denpan ienjang jabetan JFA vang telah ditentukan,

Prinsip peleksanaan pekeraan, yaito apakabh suatu kegiatan pengawasan harus
dilaksanakan sepenuhnya olch satuan organisasi pengawasan atan memerlukan
dukungan pihak luar organisasi, misalnya akibat kebutuhan tenaga atau
pengetahuan/keahlian kKhusus,
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f. Pemlatan yang tersedia atau diperkirakan akan tersedia, yaitu makin tinggl mul
perafatan yang tersedia pads wnumnya makin sedikit jumiah pegawal yang
dibutuhkan,

Perhitungan Beban Kerja unit kerja pengawasan mandiri didasarkan pada

[gLisH RN

(jumlah auditan x jenis kegiatan audit x rata-rata had penugasan audit) + HP
untuk kegiatan pengawasan lainnya termasuk pengembangan profest (30 %)

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Jumish auditan merupakan jumish obyek pengawasan yang telah difetapkan pleh
unit kerja pengawssan mandirl. Dalam menetapkan jumish andian atau obyek
pengawasan, unil kena pengawasan mandin bamis mempertimbangkan:

a. Skala prioditas, keterbatagan anggaran, dan 1su strategis.

b. Kegiatan pengawasan pada akbirnya harus mampu meningkatkan efektivitas
sistem pengendalian manajemen auditan sehingga tidak periu ditakukan audit
secara terus-menerus setiap tahun terhadap satu obyek pengawasan vang
sama.

c. Kegiatan pengawasan harus mampo mengembangkan sistem pengendalian
manajemen yang dapat direplikasi secara ofekif pada seluruh auditan yvang
memiliki ciri kegiatan sejenis dalam jumlab banyak. Sehinpga terhadap
seluruh populasi auditan sejenis diterapkan prinsip sampling yaitu hanya
sebagian vang diaudit.

2. Jenis Kegiatan Pengawasan:

a. Kegiatan audit, seperti audit kevangan, audit operasional, audit investigasi,
audit dengan tujuan tertentu, atau audit kinerja

b. Kegiatan pengawasan lainnya, seperti sosialisasi dan asistensi, bimbingan
teknis dan konsultansi
c. Kegiatan Pengembangan Profesi
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3. Rata-rata hari penugasan audit
a. Bagi unit kerja pengawasan mandiri yang menerapkan 5 hari kerja dalam
satu minggu memiliki karakteristik sebagat berikut:

= Hari Penugasan menurut Surat Tugas rata-rata diperkirakan 15 han
kerja yang terdiri dari 2 hari persiapan, 8 hari pekerjaan lapangan, § harnl
pelaporan

# Setiap penugasan membuiuhkan 65 HP per tim audit dengan rincian; 3
Auditor Terampil/ Auditor Ahli Pertama masing-masing dengan 13 HP,
1 Auditor Ahli Muda dengan 15 HP, 1 Auditor Ahli Madva dengan 8
HP atau 1/3 HP Auditor Ahli Muda,

b. Bagi unit kerja pengawasan mandiri yang menerapkan 6 hari kerig dalam
satu mingpe memiliki karakieristik sebagai berikat:

e« Hari Penugasan menurut Surat Tugas rata-rata diperkirakan 18 hani
kera yang terdiri dart 3 hari persiapan, 10 hari pekerjaan lapangan, 5
han pelaporan

¢ Setiap penugasan membutubkan 78 HP per tim audit dengan rincian; 3
Auditor Terampil/ Auditor Ahli Pertama masing-masing dengan 18 HP,
1 Audifor Ahli Muda dengan 18 HP, | Auditor Ahli Madya dengan 6
HP atau 1/3 HP Auditor Ahli Muda.

4. HP untuk kegiatan pengawasan lainnya
HP untuk kegiatan pengawasan lainnya besamya ditetapkan 30 % dari jumlah

HP untuk kegiatan audit. Dalam jumlah HP kegiatan ini termasuk HP untuk
kegiatan Penpembangan Profesi. Untuk memudahkan perhitungan beban kerja

dapat digunakan tabel 2.5 seperti berikut:
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Tabel 2.5
Tabel Perhitungan Beban Kerja

25

NO

URAIAN

JUMLAH

JENIS

JUMLAH

UNIT

KEGIATAN

KEGIATAN

1

2

G)=Hx

SATUAN KERJA 7 AUDITAN

JUMILAH
KEGIATAN/PENUGASAR

RATA-RATA HP PER TIM

65 ataun 78

JUMLAH BEBAN KERJA (B x C)

JUMLAH BEBAN KERJA UNTUK
KEGIATAN PENGAWASAN
LAINNYA (30%x D)

JUMLAH BEBAN KERJA UNIT
PENGAWASANX(D+E)

2272 Kriteria
Dalam perhitungan formasi, Auditor Ahli Utama berperan sebagal
Pengendali Mutu (PM), Auditor Ahli Madya berperan sebagai Pengendali Teknis
(PT), Auditor Ahli Muda berperan sebagai Ketua Tim (KT), Auditor Ahli Pertama
dan Auditor Terampil berperan sebagai Anggota Tim (AT).

Perhitungan Formesi JFA didasarkan atas konsep Gugus Tugas. Seorang
Auditor Ahli Utama membawahkan maksimal tiga Gugus Tugas. Satu Gugus
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Tugas {GT) terdiri dari 13 ormng Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dengan
susunan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Konsep Gugus Tugas

- Auditor AR Auditor Al - Audior At
Muda © O Muds U iMuda
| Auditor Al Pertariy | L4 Auditor Abfi Petamar | 1] Auditor Al Pertamal
. Audrtor Traamiph - Auditor Trampit - - Auditor Trarmpit
| Auditor Ahli Pertamial | || AuditorAnfi Pertamal | || Auditor Ahli Pertamay
- Auditor Trampil . . . Auditor Trampi .. Auditar Trampi
| Auditor Ahli Pertama/ | L} Auditor Al Pertgmar | L| Auditor Ahli Pertama/
- 7 Auditor Trampil . Auditor Trampit - Auditor Traropil
2.2.7.3. Penvusunan Formasi JFA

1. Formasi JFA untuk unit kega vang menerapkan 5 hari keda dalam setu minggu
ditentukan berdasarkan hasil perhimgan beban kerja unit kepja pengawasan
mandin., sedangkan standar formasi JFA didasarkan pada kapasitas normal gugus
tugas. Kapasitas normal satu gugus tugas (GT) bagi unit kerja pengawasan
mandiri yang menerapkan lima han kenja dalam sata minggn adalah 2.600 HP.
Angka tersebut diperoleh dengan mengkalikan jurolah Auditor dalam satu gogus
tugas {13 orang) dengan jumlah HP minimal untuk naik pangkat tepat wakiu (200
HP). Penerapan konsep tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Universifas indonesia

Analisis Dampak..., Sujana Gitanegara, FEB Ul, 2009



27

Tabel 2.6
Formasi JFA 5 Hari Kerja
Beban Kerja Unit Kega
Kelompok = . = Formasi JFA
Pengawasan Mandin (HP)
Al Di atas 29.900 1267
+ 4 prang
AZ Diatag 27.300 5.4, 29300 11GT Auditor Ahli
Utama
A3 Di atas 24.700 = d. 27.300 1I0GT
Bi )i atas 22,100 s.d. 24.700 5GT
+ 3 orang
B2 Di atas 19.500 s.d. 22.100 8 GT Auditor Ahli
Utama
B3 DA atas 15,900 s.d. 19.500 7GT
C1 Di atas 14.300 s.d. 15.900 6 GT
+ 2 orang
C2 Di atas 11.760 s.d. 14.300 5GT Auditor Ahli
Utams
C3 Di atas 9.100 5.4, 11,700 4GT
1 Di atas 6,500 5.4. 9.10D 3GT
+ 1 orang
D2 Di atas 3.900 s.d. 6.500 2GT Aunditor Ahl
Utama
D3 Sampai dengan 3.900 1GT

2. Formasi JFA untuk unit kerja yang menerapkan 6 hari kerja dalam satu
minggu memiliki kapasitas normal satu gugus tugas sebesar 3.250 HP.
Angka tersebut diperoleh dengan mengkalikan jumlah Aunditor dalam
satu gugus tugas (13 orang) dengan jumiah HP minimal untuk naik

pangkat tepat waktu (250 HP), Penerapannya digambarkan sebagai berikuty
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Tabel 2.7
Formasi JEA 6 Hari Kerja
Beban Kerja Unit Kerja
Kelompok ? Keg Formasi JFA
Pengawasan Mandiri (HP}
Al ¥ atas 37.375 12GT
+ 4 orang Auditor
A2 Di atas 34,125 s.d. 37.373 11 GT
Abli Litams
A3 D atas 30.875 5.d. 34.125 10GT
B1 Di atas 27.625 s.d. 30.875 S GT
) + 3 orang Auditor
B2 i atas 24375 s4d. 27,625 8§ GT
Ahli Uama
B3 Di atas 21.125 s.d. 24,375 7GT
CH ¥ atas 17875 «.4. 21.125 6 GT
+ 2 orang Auditor
c2 Di atas 14.625 s.d. 17.875 5GT
Ahli Utama
.3 i atas 11.375 s.d. 14.625 4 GT
D1 I atas 8.125 s.d. 11.375 3GT
+ i orang Auditor
D2 D1 atas 4.875 s.d. 8.125 2GT i
Ahli Utama
D3 Sampai dengan 4.875 1GT

23. PERAN DAN FUNGSI AUDITOR

PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH.
Paradigma baru terhadap internal Auditor menuntut peran pengawas

DALAM  SISTEM

internal tidak sehatas pada “wadchdop” lagi melainkan juga pemberian jasa-jasa
konsultatif dan safe guarding yapg dibutuhkan oleh manajemen sehinggs

organisasi yvang diswasi dapat mencapal tujuan dan sasavan vang telah di
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rencanakan secara efekiif, cfisien, ekonomis dan sesuai ketentuan perundang-
undangan yaag berlaku,

Peran APIP tersebut terintegrasi dalam siklus manajemen: planning,
organizing, acivalling, dan controlling (POAC) yang diharapkan di masa
mendatang, pemberdayaan APIP akan lebih terdorong dengan terbitnya Peraturan
Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistern Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP} oleh Presiden Republik Indonesia, Dr. H. Susilo Bambang
Yudboyono pada tanggal 28 Agustus 2008.

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 terdiri atas 4 (empat} bab,
vaifu bab satu berist keleptuan umum, bab dua berisi unsur sistern pengendalian
intern pemerintah, bab tiga berisi penpuatan efektifitas penyelenggaraan SPIP, dan
bab empat berisi keténtuan peputap, dengan jumlah pasal keseluruhan sebanyak
61 pasal yang dilengkapi dengan penjelasan masing-masing pasal, dan juga
lampiran daflar vl pengendalian intem pemenntah, sebagai satu kesatuan bagian
vang tak terpisahkan dan PP ini.

Peran dan fungsi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah {APIP) yang
meliputi BPKP, Inspektorat Jenderal atan nama lain vang secara fungsional
melaksanakan pengawasan infern, Inspektorat Propinsi dan  Inspekiorst
Kabupater/ Kota tercakup dalam PP nomor 60 tahun 2008, khosusnys bab I
tentang penguatan efektivilas penyelenggaraan SPIP yaifu untuk memperkuat dan
menunjang cfektivitas sistem pengendalian internal melalui kegiatan andit, reviy,
evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Audit yang dilakukan oleh APIP terdiri atas audit kinerja dan audit dengan
tujuan tertentn, Audit kineria merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara
yang meliputi;

#. Audit kinerja atas pengelolean keuangan negara yang meliputi:
¢ audit atas penryusunan dan pelaksanaan anggaran;
» audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana; dan
e gudit atas pengelolaan aset dan kewajiban,
b. audit kinerja atas pelaksamaan tugas dan fungsi yang meliputi audit atas

kegiatan pencapaian sasaran dan tujuan.

Universilas Indonesia

Analisis Dampak..., Sujana Gitanegara, FEB Ul, 2009



Sadangkan audit dengan fyjuan tertente mencakup audit yang tidask
termasuk dalam audit kinerja  antara lain audit investigatif, audit atas
penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan.

Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh
pejabat yang mempunyai tugas melakssnakan pengawasan dan yang telah
memenuhi syarat kompetenst keahlian  scbagai  Auditor, yaitu melalui
keikutsertaan dan kelulusan program serithkasi vang ditetapkan oleh instansi
pembina jabatan fungsional sesual peraturan perundang-undangan,

Dalam melaksanakan tugas audit, Auditor wajib mematehi kode etik
aparat pengawasan intem pemerintab, standar audit, membuat laporan hasil
pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang
diawasi, dalam hal BPKP melaksanakan pengawasan alas kegiatan kebendahatan
umum nicgara, laporan hasil pengawasan disampaikan kepada Menteri Keuzangan
selaku Bendshara Umum Negara (BUN) dan kepada pimpinan instansi
pernerintah yang diawasi, secara berkala, BPKP menyusun dan menyampaikan
ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Presiden dengan tembusan kepada
Menteri Negara Pendayagunaan Aparator Negara, Inspektorat Jenderal atau nama
fain yeng secara fungsional melaksanakan pengawasan iniern, Inspektorat
Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/ Kota menyusun dan menyampaikan ikhtisar
laporan hesil pengawasan kepada menten/pimpinan lembaga, gubemur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewcpangan dan tanggung jawabnya dengan
tembusan kepada Menteri Megara Pendayagunaan Apacatur Negara, melakukan
telaahan sejawat, dan harus selalu bersikap independen dan obyekdf dalam
melaksanakan audit,

Untuk menciptakan suatu sistemn pengendalian intern pemerintah yang
dapat mewujudkan suatu praktik-praktik good governance, langkah pertama yang
diamanahkan di dalam PP nomor 60 tabhurn 2008 adalah memahami terlebih
dahulu konsep dasar pengendalian intern yang meliputi 5 wnsur pengendalian
COSO0.
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Gambar 2.2
3 Unsur Pengendalian COSO

9)‘,“«*"‘”»”‘6/” ’\_,\ v‘_\-"“"u.. .
. :’Nﬁg‘ -.»“éy{ / %7‘“:‘ %‘Q\“ -
Lingkungan Pengendalian
£ &
& - i ?“i!,
e Mm\q@_ /ﬁrs«* ﬁ—""—%{sd )
Penilaian Restko Informasi dan
Komunikasi
Kepgiatan
Pengendalian Pemantauan

. Linghungan Pengendaliap (Environtment Control)

Lingkungan pengendalian merupakan kondisi dalam instansi pemerintah yang
mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Artinya apabila lingkungan
pengendalian menunjukan kondisi yang baik, maka dapat memberi pengaruh
yang cukup baik bagi suatu organisasi, namun sebaliknya, apabila lingkungan
pengendalian jelek, mengindikasikan bahwa organisast tersebot tidak sehat.
Untuk itu saat mendesain SPIP pada unsur lingkungan pengendalian harus
memperhatikan:

s Penegakan integritas dan nilaj stika

« Komitmen terhadap kompetensi

s  Kepemimpinan yang kondusif

+ Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

s Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab vang tepat

» Penyusunan dan penerapan kebijekan pembinaan SDM

* Perwnjudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif

« Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah.
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2. Penilsian Resiko (Risk Valuation}
Penilaian resiko adalah kegistan penilaian atas kemungkinan kejadian yang
mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Melalui
proses penilaian resiko ind, maka sefiap kejadian yang dapat menghambat
pencapaian tujuan organigasi dapat diantisipasi secara optimal.
3. Aktifitas Pengendalian (Activity Control)
Aktifitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu
memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan Instansi Pemerintab waiuk
mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risike.
Aktifitas pengendalian meliputi selurub tingkatan dan fimgsi organisasi yang
tercermin dari adanya persetujuan, olorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, review
atas kinerja, keamanan asset dan pemiszhan fungsi. Menurat PP 6072008,
Kegiatan pengendalian terdin atas:
a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
b. Pembinaan sumber days manusia;
¢. Pengendalian atas pengelolaan sister informasi;
. Pengendalian fisik atag aset;
e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran Kinerjg;
f. Pemisahan fungsi;
g. Oorisasi atas transaks: dan kejadian yang penting;
h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannys;,
Aku ntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
Dokumentasi yang baik atas Sistetn Pengendalian Infern serta transaksi
dan kejadian penting
4. Informasi dan Kemusikasi (Communication and Information}
Informasi dan komunikasi mengandung arti dalam setiap organisasi harus
mengidentifikasikan seluruh informasi yang dibutuhkan dan dikomunikasikan
kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai kewenangannya. Untuk itu

o

dibutubkan suatu sistem informasi yang handal vang dapat memberikan
informasi terkait operasional, kcuangan serfa perbandingan informast dalam
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organisasi, Sistem Informasi harus dapat membantu mangjemen dalam
menjalankan dan mengendalikan operasinya.

. Monitering (Monitoring)

Monitoring mengandung makna sebagal suatu proses yang menilai kualitas
dart kinerja sistem pengendalian guna memastikan apakab suatu kegiaian
operasional telah sesuai dengan sistem dan prosedur pengendalian yang felah
ditetapkan. Hal mi dapat berupa monitoning saat kegiatan benjalan, evaluasi
terpisah atau kombinasi keduanya, dan monitoring atas tindak lanjut temuan

angit,
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BARB 111
GAMBARAN UMUM OBJEX PENELITIAN

3.1. Sejarsh Organisasi

Perkembangan Inspekforat Jendersl Departemen Pendidikan Nasional
dimulal semenjak lzhimya Republik Indonesia. Pada tahun 1948 telah ada
inspeksi-inspeksi di pusat yang melakukan tugas pembinaan dan pengawasan
teknis pendidikan dan kebudayaean, tahun 1972 strukfur organisasi Inspektorat
Jenderal Depdikbud mulai mengatami perkembangan dan perubaban, hingga saat
ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 12 tahun 2005
tentang Organisasi dan Tate Kerja Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan
Masional, Inspektorat Jemdera! Departemen Pendidikan Nasional (Igen
Diepdiknas) meramping menjadi 4 Inspektorat vang masing-roasing mempunyat
wilayah kega berdasarkan provinsi dan sekretariat sebagai penunjang kegiatan
Itien Depdiknas secara keseluruban, Masing-masing Inspektorat dipimpin oleh
seorang Inspektur (Eselon 1l) yang membawahi Jabatan Fungsional Auditor
(JFA).

3,2, Visi dan Misi
Inspekiorat Jendersl Depdiknas mempz;ayai visi mewuikikan sistern
pengawasan yang efektif, efisien, dan berkualitas serta pelaksanaan pendidikan
yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan visi tersebu,
Inspektorat Jenderal Depdiknas mempunyal misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan efektivitas pengawasan yang berorientasi akuntabilitas;
2. Mencegah praktik korupsi, kolust dan nepotisme;
3. Mendorong terwujudnya akuntabilitag unit kerja;
4, Meningkatkan profesionalisme sparat pengawasan;
5. Mengembangkan sistem pengawasan yang lebih mandiri dan obyektif;
6. Melgkukan pelembagaan koordinasi fungsi pengawasan yang dilakukan lintas
dan multi instansi;
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7. Menegakkan etika dan moral penyelenggara, pengeloia, dan pelaksana
pendidikan.

3.3.  Strukiuy Organisasi

Struktur organisasi Inspektorat Jenderal Depdikaas diatur delam Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional nomor 12 tashun 2003 dan digambarkan seperit pada
gambar 3.1 bertkut:

Gambar 3.1

Bagan Oreanisasi Inspekiorat Jenderal berdasarkan Peraturan Menterd Pendidikan
Nasional Nomor 12 Tahun 2005

PEFEETOART TR,
KEEAITERTET
PR TN A PR TSN TERAL
X ErsbuiTomat EVRALKTONS T Lariay p TATE Eaiax
L " ] & — FEMENCaraLe PLCDLATAY TATALAKANS & i
LATWAS |_ WERLEMW fian [_, LI R
BN HLIRRSRAN LA A L th] [ad s P=TL L temady i
PIETYUITT O IR od TATA AT | TATeAL 1 FEREWCTATAANY LAY LTy IR A
-1 TROCRAM ] Larway | vAtaLamas L EATATAAS
TTANLL
o oot
RELOHN WELAIMPSIE R o EALOuPDE E¥aLLAl LEERALAAN FERNAREAS
AN CMATAN EARNEAN TAMATAN FELAKFATANT LWk AEHDaWALLY Kalltahani
NGRS, POMERFAL, S .1 BENCANL & | ERNTTANAL % "
TROCERM

3.4. 'Tugas dan Fungsi
Tugas dari Inspektorat Jenderal Depdiknas adalah melakukan pengawasan
fungsional dengan objek sebagai berikut:
1. Subtansi bidang yang terdiri atas pendidikan tinggi, kepegawaian, keuangan
dan perlengkapan
2. +2.469 Unit kerja dengan rincian sebagai berikut:
« 7 unit utama
s 7 pusat

» 82 Perguruan Tingg Megeri (PTN)
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s 2,304 Perguruan Tinggi Swasta(PTS)/ Kopertis
¢ 69 Unit Pengendali Teknis (UPT)

» Satuan Pendidikan di Luar Negeni

Dana dekonsentrasi

Dana Alokasi Khusus {DAK)

PNBP

Block Grant

APBN Depdiknas

Sedangkan fungsi yang dijalankan oleh Inspektorat Jenderal Depdiknas adalah
sebagai berikut:

1.

Wk woe

3.35.

Perumusan Kebijakan

Pelaksanaan Pengawasan Pungsional
Pelaksanaan Fasilitasi

Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan
Pelaksanaan Urusan Administrast

Pata Pegawai Inspekferat Jenderal Depdiknas
Berikut adalah data kepegawaian Inspekiorat Jenderal Depdikoas per 31

Desember 2008 vang diperoleh dari bagian Tatalaksana dan Kepegawaian

Inspekiorat Jenderal Depdiknas,
Tabel 3.1
Rekapitulast Pegawal Berdasarkan Jabatan
Jumlab Total PNS Itjen : 454
2. Jumizh Pejabat Strakteral 124
b. Jumlah Pejabat Fungsional Auditor : | 263
. Jumlah Staff 11165
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Gambar 3.2
Rekapitulasi Pegawali itien Depdiknas Berdasarkan Jabatan

a. Jumish Pejabat
Struktural, 24

B3, Jumlah Pejabat |
¢. Jurah Staf: Struktural i
165 mb. Jumiah Pejabat |
Fungsional Auditor
o, dumizh Saf é
b. Jumiah Pejabat ;
Fusgsional - i

Avditor, 265

{sumber: Kepegawaian Itjen Depdiknas 2008)

GCambar 3.3
Rekapitulasi pegawat berdasarkan jenis kelamin

b. Perempuan,
142

#

Ba laklaki i
Wb Perempuan

57 a. Laki-laki; 312

(sumber: Kepegawaian Ijen Depdiknas 2008)
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Tabel 3.2

Rekapitulasi Pepawai Berdasarkan Inspektorat/ Bagian
Inspektur Jenderal : i
Sekretaris Itien : i
a. lospektorat | 4
b. Inspektorat 11 i 78
¢. Inspektorat Il <1 75
d. Inspektorat IV 1 74
e. Bagian Perencanaan |l 20
g. Bagian Tatalaksana & Kepegawaian il 32
g. Bagian PLP | 206
h. Bagiart Umum i1 70
i. KORPRI ’ 3

Jumlah 454
{sumber: Kepegawaian Itjen Depdiknas 2008)

Tabhel 3.3

Rekapitulasi Pezawal Berdasarkan Iabatan Struktural
a. Inspektur Jenderal : i
b. Sekretaris Itjen = i
c. Inspekiur ; 3
d. Kepala Bagian . 4
e. Kepala Subbagian : 10
f. Sekretaris KORPRI : !
g. Wakil Sekretaris KORPRI : 1
b, Pembantu Pimpinan : 127
i. Pelaksana : 41
Jumlah : 189

{sumber: Kepegawaian [tien Depdiknas 2008}
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Tabel 3.4
Rekapitulasi Pepawai Berdasarkan Jabatan Funggional
a. Awditor Abli Utama 4
b. Auditor Ahli Madya 108
¢. Auditor Ahli Muda 76
d. Anditor Ahli Pertama 43
e. Auditor Penyelia 19
f. Auditor Pelaksana Lanjutan 14
g. Auditor Pelaksana 1
Jumiah 265
{sumber: Kepegawaian ltjen Depdikaas 2008)
Tabel 3.5
Rekapitulasi Pegawail Berdasarkan Panckat/ Golonean
Panghkat Gol Total | Auditor | Sekretariat
Pembina Utama IV/e 1 0 1
Pembina Utama Madya | 1V/d 5 4 1
Pembina Utama Muda | IV/c 23 2} 3
Pembina Tk { IV 40 37 3
Pembina V/a 66 61 5
Penata Tk | néd 91 82 g
Penata e 57 2y 32
Penata Muda Tk 1 kb 76 25 3
Penata Muda {Va 53 16 43
Pengatur Tk 1 i 13 1 12
Pengatur /e 14 0 14
Pengatur Muda Tk [ 11/b 3 0 3
Pengatur Muda V/a 12 0 12
Jumlah 454 265 i8¢

(sumber: Kepegawaian I¢jen Depdiknas 2008}
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Gambar 34
Rekapihidasi pegawai berdasarkan Pangkat/ Golangan
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(sumber: Kepegawaian Itjen Depdiknas 2008)
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Gambar 3.5
Rekapitulasi Gegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan
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(sumber: Kepegawaian Itien Depdiknas 2008)
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Gambar 3.6
Rekapituiasi Pegawai Berdasarkan Latar Pendidikan
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{sumber: Kepepawaian en Depdiknas 2008)

Tabel 3.6

Rekapitulast Auditor Berdasarken Sertifikasi Peran/ Penjeniangan JFA
Ne | Unit Keria I T A KFIPT | PM >
1 | Inspektorat] 116 7 181284 1 65
2 | laspekiorat X 0| 811611824} 2 68
3 jlnspeltoratiil | 1 | 8 | 9 |16 311 2 67
4 IospektoratIV | 0 | 7 116 20| 20| 2 63
Jumiah 2 13314872103 7 265

{sumber: Kepegawaian Itjen Depdiknas 2008)
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Keterangan:

T : Tidak jelas sertifikasinya/ belum ditemukan bukti serttfikasinya

T : Terampil/ anggota
A ! Anggota
KT: Ketua Tim
PT : Pengendali Teknis
PM: Pengendali Mutu

42

Y. :Jumlah
Tabel 3.7
Rekapitulasi Auditor Berdasarkan Jabatan
No | Uni¢t Kerja AU AM { AMu | AP | TPy | TPL Juralah
1 ! Inspektorat ¥ i 29 20 6 4 5 65
Inspektorat
2 111 1 25 20 14 6 P 68
Inspektorat
310 ! 33 | 14 [10] 6 3 67
Inspekicrat
4 |1V 2 21 22 113 3 4 65
Jumlah 4 108 { 76 {43 19 14 265
{sumber: Kepegawaian Hien Depdiknas 2008
Keterangan :
All » Auditor Utama
AM : Auditor Madya
ANMu Auditor Muda
AP : Auditor Perlama
TPy : Terampii Penyelia
TPL : Terampil Pelaksana Lanjut
TP : Terampil Pelaksana
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3. 6. Jenis Pengawasan dan Pemeriksaan

Jenis pengawasan dan pemerikszan Inspektorat Jenderal Departemen

Pendidikan Nasional meliputi:

I

10.

11,

Pemeriksaan umurn, merupakan kegiatan pengawasan secara berkala terhadap
tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
dan pengawasan terhadap program  yang dibiayai dengan anggaran
Departemen Pendidikan Nasional;

Pemeriksaan khusus, merupakan pemeriksaan terhadap kasus tertentu atas
pengaduan masyarakat, media massa dan permintazn pimpinan unit kerja;
Inspcksi mendadak, merupakan pemeriksasn secara langsung untuk melihat
kesiapsiagasn unit kerja oleh unsur pimpinan Inspektorat Jenderal Departemen
Pendidikan Nasional;

Pemantavan tematik, merupakan pemantavan dan pengendalian terhadap
program-program pendidikan yang menjadi tsu nasional vang strategis;
Pengawasan dini, meropakan pemeriksaan terhadap program dan kegiatan
pendidikan yang akan dan atay sedang berjalan;

Post audit, merspaken pemeriksaan terhadap program  atay  kegistan
pendidikan vang telah selesat, khususnya pengadaan barang/ bangunan den
jasa;

Audit dana dekonsentrasi dan dana alokasi khusos (DAK), merupaksn
pemeriksaan  ferhadsp program  dan  anggaran vang  didukung  dana
dekonsentrasi dan dana alokas khusus (DAK) bidang pendidikan;

Audit kinerja, merupakan pemeriksaan terhadap kinerja swatu instansi atau
unit kerja untuk mengetahui tampilan suatu entitas;

Pemeriksaan di belakang meja (desk audit), merupaka pemeriksaan dengan
menelaah, meneliti, dan menganalisis data dan laporan;

Pengawasan represif, merupakan penelaahan peraturan daerah dan keputusan
kepala daerah yang berkaitan dengan pendidikan;.

Monitoring, merupakan pemantauan penyelesaian fndak  lanjut  hasil

pemeriksaan internal, ekstermal, dan pengawasan masyarakat;
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12.

13.

14.

I5.

Pengawasan masyarakat, merupakan aktivitas Inspektorat Jenderal Depdiknas
menindaklanjuti partisipasi masyarakat (pengawasan masyarakat) dalam
bentuk pemeriksaan maupun pemantauan;

Pemeriksaan akhir jabatan dan pemberian pertimbangan, merupakan
pemeriksaan terhadap kinerja pejabat yang akan mengakhiri masa jabatan,
sedangakan pemberian pertimbangan adalah penelitian terhadap rekam jejak
(track record) kinerja seseorang yang diusulkan untuk menduduki jabatan di
lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

Reviu laporan keuangan, merupakan telaahan terhadap laporan keuangan
Departemen Pendidikan Nasional atas kewajaran penyajiannya sesuvai dengan
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
dengan harapan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia;

Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah {Lakip), merupakan
evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Lakip) yang

disusun oleh Departemen Pendidikan Nasional.

3. 7. Sasaran Pemeriksaan

Sasaran pemeriksaan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional

dikelompokkan berdasarkan Inspektorat sebagaimana lampiran 1.
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BAB IV
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1.  Analisis Formasi Auditor Berdasarkan Pedoman Pernmusan Formasi
BPKP
Berdasarkan pedoman perumusan fonmasi Auditor yang dikeluarkan BPKP
selaku pembinag APIP, akan dianalisis formasi Aunditor Ifjen Depdiknas untuk tahun

2009 dengan prosedur sebagal berikut:

1. Menghitung junlah sasaran audit sebagaimana fertuang pada program kega
pengawasan tabunan (PKPT) tahun anggaran 2009 untuk masing-masing
Ingpektorat Itjen Depdiknas (A)

2. Menghinmg jumlah kegiatan/ penugasan (B) dengan cara menjumlahkan
PKPT tahup 2009 masing-masing Inspektorat Itjen Depdiknas.

3. menentukan rata-rata har pengawasan (HP) per tim (C) dengan ketentuan:

Bagi unit kerja pengawasan yang menerapkan 5 hari kerja dalam satu
minggu;
¢ Hari pepugasan menurut surat tugas rata-rata diperkirakan 15 hari kezja
vang terdiri dari 2 harl persiapan, 8§ hari pekerjaan lapangan, 5 hari
pelaporan
» Setiap penugasan membutubkan 65 HP per tim audit dengan rincien; 3
Auditor Terampil/ Auditor Abli Pertama masing-masing dengan 15 HP, |
Auditor Ahli Muda dengan 15 HP, 1 Auditor Ahli Madya dengan 5 HP
atau 1/3 HP Auditor Ahli Muda.
4. Menghitung jumlah beban kerga (D) dengan cara mengalikan jumlgh
kegiatan/penugasan (B} dengan rata-rata HP pertim {C)
5. Menghitng jumlah beban kera untuk kegiatan pengawasan lainnya (E) sebesar
36% x jumdah beban keda ()
6. Menghitung jumlah beban kerja dengan cara menjumiabkan jumlah beban keda
(D} dengan jumlah beban kega untuk kegiatan penpawasan lainaya (B).
Langkah 1 sampai 6 dapat disederhanakan dalam tabel berikut:
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Tabel 4.1
Perhitupean Beban Kerja

NO URAIAN JUMLAH JENIS JUMLAH

UNIT | KEGIATAN | KEGIATAN

1 2 3 4 =X

A | SBATUAN KERJA 7/ AUDITAN

B JUMLAH
KEGIATAN/PENUGASAN
65 gtau 78
C | RATA-RATA HP PER TIM HP

D | JUMLAH BEBAN KERJA (B x C)

JUMLAH BEBAN KERJA UNTUK
E | KEGIATAN PENGAWASAN
LAINNYA (30% x D)

JUMLAH BEBAN KERJA UNIT
PENGAWASAN X (D +E)

{(Sumber: Lampiran Keputusan Kepala BPKP, Nomor » Kep-971/8U2005)
Sebelum memasuki langhah berikutnya perla diketalmi bahwa perhitungan
formasi JFA didasarkan atas konsep gugus tugas. Seorang Auditor Ahli Utams

membawahkan maksimal tiga gugos fugas. Satu Gugus Tugas (1 GT) terdin dad
13 orang Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dengan susunan sebagai berikut:
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Gambar 4.1
Konsep Gugus Tugas

7. Langkah selanjuinya dari hasil perhitungan  jumlah beban kerja tersebut
dibandingkan dengan beban kerja unit kerja pengawasan mandiri (HP) yang ada pada
tabel formula perhitungan formasi berikut:
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Tabel 4.2
Formasi JFA 5 Hari Kerja
Beban Kerja Unit Kerja .
Kelompok . Formasi JFA
Pengawasan Mandiri (HP)
Al Di atas 29.900 12GT
+ 4 orang
A2 Di atas 27.300 s5.d. 29.900 11 GT Auditor Ahli
Utama
A3 Di atas 24.700 s.d. 27.300 10 GT
B1 Di atas 22.100 s.d. 24.700 9GT
+ 3 orang
B2 Di atas 19.500 s.d. 22.100 8 GT Auditor Ahli
Utama
B3 Di atas 15.900 s.d. 19.500 7GT
Ct Di atas 14.300 s.d. 15.900 6 GT
+ 2 orang
C2 Di atas 11.700 s.d. 14.300 5GT Auditor Ahli
Utama
C3 Di atas 9.100 s.d. 11.700 4GT
Di Di atas 6.500s.d. 9.100 3GT
+ 1 orang
D2 Di atas 3.900 s.d. 6.500 2GT Auditor Ahli
Utama
D3 Sampai dengan 3.900 1GT

{Sumber: Lampiran Keputusan Kepala BPKP, Nomor : Kep-971/SU/2005)

48

8. Setelah diketahui kelompoknya maka diketahuilah jumlah formasi JFA yang

sesual.

Selanjutnya Prosedur di atas diterapkan untuk menganalisis formasi Itjen Depdiknas
per 31 Desember 2008 dengan analisis sebagai berikut:
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Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional yang terdiri atas 4
Inspekiorat menerapkan 5 han kega dalam satu minggu. Mastng-masing Inspektoral
berdasarkan analisis program keda pengawasan tahunan (PKPT) tahun anggaran
2009 memiliki perhitungan beban kerja sebagai berikut:

4.1.1. Perhitunpan Beban Kerja Inspektorat 1

Data Awal (Jumlah Sasaran Audit berdasarkan PKPT Inspektorat I):
Tabel 4.3
PKPT Inspektorst | Tahun 2009

NO. JUMLAH JENIS JUMLAH
UNIT | KEGIATAN | KEGIATAN
1 2 3 4 OFGIKH)
A | PKPT Non Deken

DK Jakarta 3 i 3
Riau 5 I 5
Kep. Riau 2 1 2
Lampung 6 1 &
Jawa Barat 20 i 20
Kalimantan Selatan A 1 7
Sulawesi Utara 7 I i
NTT 6 i 1)
Maloku 4 1 4
PKPT Dana Dekon

Rian 8 ] 8
Kep. Riau 7 | 7
Lampung 8 i 8
Jawa Barat 15 1 15
Kalimantan Selatan 8 1 8
Sulawesi Utara 8 1 8
NTT 8 1 8
Maluku 7 1 7

{(sumber : Bagian Perencanaan fjen Depdiknas)
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Inspektorat I menerapkan 5 hari kerja pengawasan dalam seminggu

sehingga sesuai pedoman formasi maka nilai rata-rata hari pengawasan (HP) per

timnya adalah 65 dan tabel formasi yang akan digunakan adalah formasi JFA 5

hari kerja.

Analisis perhitungan data:

Tabel 4.4

Analisis Beban Kerja Inspektorat [

NO.

URAIAN

JUMLAH UNIT

JENIS JUMLAH
KEGIATAN | KEGIATAN

1

2

3

4 (33X

A

PKPT Non Dekon

DKI Jakarta

Riau

Kep. Riau

Lampung,

(= RS} L7

[+ SR S LY L]

Jawa Barat

Kalimantan Selatan

Sulawesi Utara

NTT

Maluku

Pl A

Y Y NI T U PR R P
b2
o

£l

PKPT Daoa Dekon

Riau

Kep. Riau

00| ~1 |t

Q01| ca

Lampung,

Jawa Barat

—
[

—
L

Kalimantan Selatan

Sulawesi Utara

NTT

Maluku

]| ot oo o

ot | ot | bt |t |t | o | |

~]| 2| 02| oo

JUMLAH
KEGIATAN/PENUGASAN

129

RATA-RATA HP PER TIM (5 hari
kerja dalam seminggu)

435

JUMLAH BEBAN KERJA (Bx C)

8.385

JUMLAH BEBAN KERJA UNTUK
KEGIATAN PENGAWASAN
LAINNYA (30% xD)

2516

JUMLAH BEBANKERJA (D +E)

10.901

Dari perhitungan di atas diperoleh jumlah beban kerja (JBK) Inspektorat I di
tahun 2009 adalah sebesar 10.901. Kemudian dibandingkan dengan tabel formasi JFA
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5 hari kerja karena Inspektorat I menerapkan 5 hari kerja pengawasan dalam

seminggu.

Tabel 4.5

Formasi JFA 5 Hari Kerja Sebagai Pembanding JBK Inspektorat I

Beban Kerja Unit Ketja .
Kelompok Penga Mandiri (HP) Formasi JFA

Ai Di atas 29.900 12 GT
A2 Di atas 27.300 s.d. 29.900 11GT + 4 orang Auditor Ahli Utama
A3 Di atas 24.700 s.d. 27.300 10 GT
BI Di atas 22.100 s.d. 24.700 9GT
B2 Di atas 19.500 s.d. 22.100 8 GT + 3 orang Auditor Ahli Ulama
B3 Di atas 15.900 s.d. 19.500 7GT
Cl Di aias 14.300 s.d_ 15.900 6 GT
C2 Diatas 11.700 s.d. 14.300 5GT + 2 orang Auditer Ahli Utama
C3 Di atas 9.100 s.d. 11.700 4GT
D1 Di atas 6.500 s.d. 9.100 3GT
D2 Dt atas 3.900 s.d. 6.500 2GT + | orang Auditor Ahli Utama
D3 Sampai dengan 3.900 1GT

Dari hasil perbandingan dapat diketahui bahwa formasi JFA untuk
Inspektorat I Ifjen Departemen Pendidikan Nasional masuk dalam kelompok C3

yaitu 4 gugus tugas (4GT). Karena | gugus tugas terdiri dari 13 Pejabat

Fungsional Auditor, maka formasi untuk 4 gugus tugas adalah sejumlah 4 x 13 =
52 PFA ditambah dua Auditor Ahli Utama. Rincian 4 gugus tugas tersebut adalah

sebagai berikut:
Tabel 4.6
Formasi Auditor Inspektorat I Tahun 2009
Formasi 2009
Komposisi Auditor Pertama/ Auditor Auditor | Auditor Jumlah
terampil Muda Madya Utama umia
1 gogus tugas 9 3 1 1 14
4 gugus lugas 36 12 4 2 54

Sedangkan kondisi yang ada adalah seperti tabel berikut:
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Tabel 4.7
Rekapitulasi Auditor Inspektorat I per 31 Desember 2008
N . Auditor Pertuma’ . Auditor Auditor
Uuit Kerja ternmpit Awititor Moda Madys fitmems Jumlah
inspekitorat § 6 8 29 ¢ 63

Dengan membandingkan tabel 4.7 terhadap tabel 4.6 di atas diperoleh kesimpulan
bahwa kondisi jumish Auditor Inspektorat | Hjen Depdiknas secara jumiah telah
melebihi kebutuhan minimum, namun dari sisi jabatan tampak cukup besar

perbedaan dengan harapan idealnya. Benkut perbandingannya:

Tabel 4.8

Perbandingan Jumlah Auditor Berdasarkan Formasi dengan Kendisi Yang Ada di
Inspektorat | per 31 Desember 2008

. Aunditor Pertama/ Auditor Avditor | Auditor
Perbaadimzan terampil Muda Madys | Utams | J9ab
Kondisi yang ada 16 20 2% it 65
Formast 2009 36 12 4 2 4
Selisih =20 8 25 i 1}

Secara kumulatif jumiah Auditor Inspektorat [ kelebiban [1 PFA, namun
demikian jika ditinjau dar segi jabatan dan peran formasi maka Inspektorat [
kelurangan 20 orang Awditor Pertama yang berperan sebagai anggota tim,
kelebihan 8 orang Auditor Muda yang berperan sebagai ketua tim, kelebihan 25
Auditor Ahli Madya yang berperan sebagai Pengendali Tekniz dan kekurangan 2
Auditor Utama sebagai Pengendali Mutu.

Dengan kondisi fersebut sudah pasti akan terjadi penyimpangan peran
Audifor dalam tim guna memenuhi kriferia yang dibufuhkan. Atau dengan kata
lain scorang Auditor Madya dimungkinkan bisa berperan sebagal Pengendali
Muty, Pengendali Teknis, Ketua Tim atau anggota; seorang Auditor Muda bisa
berperan sebagai Ketua Tim atau Angpota. Hal tersebut fentunya akan
berpengaruh terhadap koefisien perhitungan angka kredit, dimana seorang Auditor
akan dirugikan ketika harus berperan di bawah sertifikasi yang dimilikinya yaitu
0% X angka kredit yang diperolehnya atan akan diuntungkan jika harus berperan

di atas sertifikasi yang dimilikinya yaitu 110% X angka kredit yang diperolehnya.
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4.1.2. Perhitungan Beban Keria Inspektorat 11

Data Awal (Jumlah Sasaran Audit berdasarkan PKPT Inspektorat II}:

Fabel 4.9
PKPT Inspektorat Il Tahun 2009

53

NG,

DRAIAN

JENIS
KEGIATAN

JUMLAH
KEGIATAN

1

z

4

£ £ (LY

PRIFT Non Dekon

NAD

Surusel

Bengiauly

Banten

Sawa Thor

Kalimantan Barat

Sulawesi Teagears

NTH

(TR IR fvd L5 LS RS L)

PK¥Y Dana Bekon

NAD

t4

Samnsel

Bengkuln

1

Banten

il

Fawa Timur

il

Kaltmantan Baras

¢

Sulaveesi Tengeata

I

NTH

gt | et | et | i | | | o | b

4!

{sumber ;: Bagian Perencanaan Hien Depdiknas)

Anatisis perhitongan data:

Tabet 4.10

Perhitunean Beban Kerja Inspektorat 11

NQ.

URAIAN

JUMLAH
UNIT

JENIS
KEGIATAN

JUMLAY
KEGIATAN

1

2

4

JUMILAH
KEGIATANPENUGASAN

136

RATA-RATA HP PER TIM (5 hari
kerja per mingeu)

55

JUMLAH BEBAN KERJA{BXx ()

8.840

e Sl B & B B o=

TUMEAT BEBAN KERJA UNTUK
KEGIATAN PENGAWASAN
LAINNY A { 30% x D) )

2.652

JUMLAK BEBAN KERIA{D+E}

11.492
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Dari perhitungan di atas diperoleh jumiah beban keria Inspektorat I di talum
2009 adalah sebesar 11.492, Kemuodian dibandingkan dengan tabel formast JFA § han
kerja mengingat Inspektorat II menerapkan 5 hari kerja pengawasan dalam

seminggu.

Tabel 4,11

Formasi IFA 3 Hari Kerja Sebapai Pembanding JBK Inspektorat [

Beban Kerjs Unit Keris .
Rebompok P Mandiri (D) Formasi JFA

Al D3 ates 20900 1267
AZ Datas 27300 ¢ 4. 20500 11 GT + 4 orang Auditor Ahli Utama
Al Diatas 2478054, 27388 16 GT
Bi Dhiatas 22,100 5.4 24700 3GT
B2 Diatas 19,380 e d, 20,108 8GT + 3 orang Aunditor Al Utene
B3 Diatas 15908 5.4, 19,500 7GT
Ci 13: ates 14,300 5.d. 13900 &§GT
€2 Diataz 11700 s.d. 14300 3GT + 2 prang Auditor Al Ulama
3 i atas 9.100 5.4, 11,760 4 GT
01 Dif atas 6.500 5.4, $.100 3GT
D2 Di atas 3.900 s.d. 6,500 26T + | orang Auditoe Al Litama
03 Sampai dengan 3.900 1GT

Dari hasil perbandingan dapat diketahui bahwa formasi JFA untuk
Inspektorat il Ijen Departeroen Pendidikan Nasional masuk dalam kelompok C3
yailu 4 gugus tugas (4GT). Karena 1 gugus tegas terdiri dari 13 Pejabat
Fungsional Auditor, maka formasi untuk 4 gugus tugas adalah sejumlah 4 x 13 =
52 PFA ditambah dua Auditor Abli Utama. Rincian 4 gugus tugas tersebut adalah

sebagat berikut:
Tabel 4.12
Formasi Auditor Inspektorat 1§ Tahun 2009
Formasi 2009
Aulitor , N
Romposisi Pertama/ Aaditor Auditer [ Awdifor Fumiak
¢ Muda Madys Utama
erampil
1 gugus tugas 4 3 i { i4
4 gugos tugas 36 12 4 2 54

Sedangkan kondisi yang ada adalah seperti tabel berikut:
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Tabel 4.13

Rekapitulasi Auditor Inspektorat II per 31 Desember 2008

35

Auditor B, B,
Unit Kerja Pertama/ | Auditor Muda | Auditor | Auditer [ 5 4 h
. Madya Utama
terampil
Inspekiorat 11 22 20 25 I 68

Dengan membandingkan tabel 4.13 terhadap tabel 4.12 di atas diperoleh
kesimpulan bahwa kondisi jumiah Auditor Inspektorat Il Itjen Depdiknas secara
jumlah telah melebihi kebutuhan minimum, namun dari sisi jabatan tampak cukup

besar perbedaan dengan harapan idealnya. Berikut perbandingannya:

Tabel 4.14

Perbandingan Jumlah Auditor Berdasarkan Formasi dengan Kondisi yang Ada di

Inspektorat I Per 31 Desember 2008

Auditor . g
Perbandingan Pertama/ Auditor Muda Anditox AL Jumiah
g Madya Utama
terampil
Kondisi yang ada 22 20 25 1 68
Formasi 2009 36 12 4 2 54
Selisih -14 8 21 -1 14

Secara kumulatif jumlah Auditor Inspektorat 1I keiebihan 14 PFA, namun
demikian jika ditinjau dari segi jabatan dan peran formasi maka Inspektorat II
kekurangan 14 orang Auditor Pertama yang berperan sebagai anggota tim,
kelebihan 8 orang Auditor Muda yang berperan sebagai ketua tim, kelebihan 21
Auditor Ahli Madya yang berperan sebagai Pengendali Teknis dan kekurangan |
Auditor Utama sebagai Pengendali Mutu.

Dengan kondist tersebut sudah pasti akan terjadi penyimpangan peran
Auditor dalam Tim guna memenuhi krteria yang dibutuhkan. Atau dengan kata
lain Seorang Auditor Madya dimungkinkan bisa berperan sebagai Pengendali
Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim atau anggota; seorang Auditor Muda bisa
berperan sebagai Ketua Tim atau anggota. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh
terhadap koefisien perhitungan angka kredit, dimana seorang Auditor akan
dirugikan ketika harus berperan di bawah sertifikasi yang dimilikinya yaitu 90%
X angka kredit yang diperolehnya atau akan diuntungkan jika harus berperan di

atas sertifikasi yang dimilikinya yaitu 110% X angka kredit yang diperolehnya.
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4.1.3. Perhitangan Beban Kena Inspektorat 111

56

Drata Awal (Jumlah Sasaran Audit berdasarkan PKPT Inspektorat )

Tabel 4.15

PEPT Inspektorat 1 Tahun 2009

NO. URAIAN JUMLAH JERIS JUMILAH
UNIT |} KEGIATAN | KEGIATAN
1 2 3 4 Sr3)X)

PKPT Non Deken

DKI Jakarta 7 f 7
Sumbar 8 { g
DEY 9 i g
Kalimantan Timur 5 i 5
Gorontalo 2 I p;
Maluku Utara 3 i 3
Irian Jaya Barat 0 1 L
Papua 4 i 4
PKPT Dana Dekon

DKI Jakarta 14 1

Sumbar 10 1 10
DLy 10 1 10
Kalimantan Timur 10 | 10
Gorontalo 9 1 9
Maluku Utara g 1 Q
irian Jaya Barat 11 i 1t
Papua 1§ i it

{sumber : Baglan Perencanaan Itjen Depdiknas)
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Anslisis perhitungan data:

Tabel 4.16
Perhitungan Beban Kerja Inspektorat 11

JUMLAH JENIS JUMELAH

NO. URAIAN UMIT KEGIATAN KEGIATAN
| 2 3 4 (r{3X{4)

PIFPT Non Pekon

DT Fakaria

Sumbay

Y

Katirmantan Timur

Garentale

Malubu Utara

{rian Javs Barat

Fapua

AR+ AL AR R SR RN R F. R
vt | | s | | st bt i |
o o P Eia P e ) g | g

PKPT Dana Dekan
DK Yakaria i4
Suwmbar g
oY 10
¥ atymantan Time {5t
Carontaln g
RMaluky {Ham b
iran Iaye Barat ii
Panua i

10
ig
g

13
11

Wt | bt | s | s | v | ot | |
W

FUMLAH 168
REGIATAN/FPENUGASAN

T RATA-RATAHPPERTIM &3

JUMLAH BEBAN KERJA( B x
C}

JUMI.AH BEBAN KERTA
UNTUE KEGIATAN
PENGAWASAN LAINNYA (
30%x D)

JNMLAH BEBANKERIA (D +
L)

7020

2.106

9.126

Drari perhitungan di atas diperoleh jurnlah beban kerja Inspektorat 1T di tabun
2009 adalah sebesar 9.126. Kemudian dibandingkan dengan tabel Formasi JFA 5 hari
kerja mengingat Inspektorat [ menerapkan 5 har kerja pengawasan dalam

seminggu.
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Tabel 4,17
Formasi JFA 3 Hari Keria Sebagai Pembanding IBK Inspektorat 111
Beban Kerja Unit Kerja .
Kelompok P Mandiri (HP) Formasi JFA

Al {3 atas 25900 i2GT

N + 4 orang Audilor
A D atas 27,300 5.4, 25,980 11GT Ah Utama
A3 Distas 2470054 27.300 18GT
B Diatas 22,108 5.d, 24,7006 96T

- + 3 orang Auditor
B2 Digtas 19.500sd. 22,100 8GT Aldi Utzma
3 i atas 15.900 5.4, 19300 7GT
< 13 atas 14.308 s.d. 15500 6GT

‘ + 2 orang Auditor
€2 Diates 11,770 4. 14,3030 5GT Abli Utama
<3 D atus 9,501 s.d. 11,708 4GT
D 13 ates 6300 5 4 9,100 16T

; + 1 orang Auditor
02 Di atas 3.800 5.4, 6.500 2GT Ahli Utama
03 Sampat dengan 3.900 [GT

Dari hasil perbandingan dapat diketahui bahwa Formasi JFA untuk
Inspeltorat I Itjen Departemen Pendidikan Nasional masuk dalam kelormpok C3

yaitu 4 gugus tugas (4GT). Karena 1 gugus tugas terdiri dan 13 Pejsbat

Fungsional Auditor, maka formasi uniuk 4 gogus tugas adalah sejumlish 4 x 13 =
52 PFA ditambah dua Auditor Ahli Utarma. Rincian 4 gugus tupas tersebut adalah

sebagal berikut:
Tabel 4.18
Formasi Anditor Inspektorat I Tabun 2609
Formasi 2005
- Augdiior . -
Rompasisi Pertama/ A;i i;’:t ‘;:féwr ‘:;ng Jomiah
ferampit ¥a
i gugus tugas 4 3 i i 14
4 gugas tugas 36 iz 4 2 54

Sedangkan kondisi vang ada adalah seperti tabel berikut:
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Tahel 4.19
Rekapitulast Auditor Inspektorat I per 31 Desember 2008
Aaditor . . .
Unit Kevja Pertama/ | Audior | Auditor ":}“"“3‘:’ Jumiah
teravpif i
Inspektorat KK 19 14 33 i 437

Dengan membandingkan tabel 4.18 terhadap tabel 4.17 di atas diperoleh
kesimpulan bahwa kondisi jumlah Auditor Inspektorat III ltjen Depdiknas secara
jumlah telah melebihi kehutuhan minimum, namun dari sisi jabatan tampak cukup
besar perbedaan dengan harapan idealnya. Berikut perbandingannya:

Tabel 4.20
Perbandingan Jumiah Auditor berdasarkan Formasi dengan Kondisi yang ada di
Inspekiorat I per 31 Desermber 2008
Andifor i 2 i
. Anditor Auditor Aunditor
Perbandingsn Ptrtansz Mads Madya Utama Jumlah
terampil
Kondisi yang ada 19 14 33 1 67
Formasi 2009 36 12 4 2 54
Seligih -17 2 29 -1 13

Secara kumulatif jumlah Auditor Inspektorat 11l kelebihan 12 PFA, namun
demikian jika ditinjau dari segi jabatan dan peran formasi maka Inspektorat 1]
kelurangan 17 orang Auditor Pertama yang berperan sebapat anggots tim,
kelebihan 2 orang Auditor Muda yang berperan sebagai ketua tim, kelebiban 29
Auditor Ahli Madya yang berperan scbagai Pengendali Tekais dan kekurangsan 1
Auditor Utama sebagal Pengendali Muty.

Dengan kondisi terscbut sudsh pasti akan terjadi penyimpangan peran
Auditor dalam Tim guna memenuhi kniferia yang dibutuhkan. Atlau dengan kata
lain Seorang Auditor Madya dimunpkinkan bisa berperan scbagai Pengendali
Mutu, Pengendalt Teknis, Ketua Tim alau anggota; seorang Auditor Muda bisa
berperan sebagal Ketua Tim atau anggota. Hal tersebut tentunya akan berpenganh
tethadap koefisien perhitungan angka kredit, dimana seorang Auditor akan
dirugikan ketika harus berperan di bawah seriifikasi yang dimilikinya yaitu 0%
X angka kredit yang diperolehnya atau akan diuntungkan jika harus berperan di
atas sertifikasi yang dimilikinya yaitu 110% X angka kredit yang diperolehnya.
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Data Awal (Jumlah Sasaran Audit berdasarkan PKPT Inspektorat [V):

Tabel 4.21

PKPT Inspektorat IV Tahun 2009

JUMLAH JENIS JUMLAH
NO. URAJAN
UNIT | KEGIATAN | KEGIATAN
1 2 3 4 (G3)X4)

PKPT Non Dekon

DKI Jakarta 3 1 3
Sumut 9 \ 9
Jambi 3 1 3
Bangka Belitung 1 1 1
Jawa Tengah 11 1 11
Kalimantan Tengah 4 1 4
Sulawesi Selatan 9 1 9
Sulawesi Tengah 4 1 4
Sulawesi Barat 1 1 1

Bali 8 1 8
PKPT Dana Dekon

Sumut 13 1 13
Jambi 12 1 12
Bangka Belitung 12 1 12
Jawa Tengah 13 1 13
Kalimantan Tengah 14 1 14
Sulawesi Selatan 14 1 14
Sulawesi Tengah 10 1 10
Sulawesi Barat 17 1 17
Bali 9 1 9

(sumber : Bagian Perencanaan Itjen Depdiknas)
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Analisis perhitungan data:
Tabel 422
Perbitungan Beban Kerja Inspektorat 1V
JUMLAH JENIS JUMLAK
RO. URAIAN UNIT | KEGIATAN | KEGIATAN
i 2 3 4 5
B | JUMLAH REGIATANPENUGASAN 141
C I RATA-RATA HP PER TiM 68
N | JUMLAH BEBANKERIA (B xC) 4165
JUMLAH BEBAN KERJA UNTUK
E § REGIATAN PENGAWASAN LAINNY A 2750
(30% x D)
¥ BLAHBEBANKERIA(D +E ) 11,918

Daxi perhitungan di atas diperoleh jumiah beban kerja Inspekiorat [V di tafun
2009 adalah sebesar 11,913, Kemudian dibandinpkan dengan tabel Formast JFA 5 han
kerja mengingat Inspektorat IV menerapkan 5 hari kerja pongawasan dalam

semingg.

Tabel 4.23

Formast JFA S Hari Keria Schagal Pembanding JBK Inspektorat IV

Kelompok 1,5:;“’ m‘gﬁ;‘;ﬂ“gﬁg) Formasi JFA

A1 | Diatas 29900 12 GT
A2 | Diatas 27.300 s.d. 29.900 11 GT 376 °m§jt‘::ﬁ“” abli
A3 | Diatas 24.700 5.4, 27.300 16 GT
Bl | Diates 22.100 5.d. 24,700 8 GT
B2 | Diatas 19.500 s.d. 22,160 8GT *3 orang Auditor ABl
B3 | Diatas 15.508 5. 19.500 7GT
Cl | Dintas 14.300 s.d. 15900 6GT
€2 | Diatas 11700 s.d. 14300 5GT +2 orang Auditor Al
C3 | Distes 9,300 5.d. 11700 40T
D1 | Diatas 6.500 .. 9.100 3GT
D2 | Digas 2.900 5.4 6.500 2GT © 1 omog Auditor Al
D3 | Saopet dengan 3.900 16T
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Dari hasil perbandingan dapat diketahui bahwa Formasi JFA untuk
Inspektorat IV Itjen Departemen Pendidikan Nasional masuk dalam kelompoek C2
vaitu 5 gugus tugas (SGT). Karena 1 gugus tupas terdiri dari 13 Pejabat
Fungsional Auditor, maka formasi untuk 5 gogus wugss adalah sejumlah § x 13 =
65 PFA ditambah dua Auditor Ahli Utama, Rincian 5 gupus togas tersebut adalah
sebagai bertkut:

Tabel 4.24
Formasi Audilor Inspeklorat IV Tabun 2009
Formasi 2082
. Awditor . . .
Compot | | At | Aot | At |
fersmpil ¥

| 1 gugns lugas 9 K 1 1 14
|5 gugus tugas 45 15 5 2 67

Sedangkan kondisi yang ada adalah seperti tabel berikut:

Tabel 4.258
Rekapitulasi Audiior Inspektorat TV per 31 Desember 2008
Auditor £
Unit Kerja Pertama/ | Auditor Muds ‘;;’f;“” %‘“ﬁm Sumnlak
terampil ¥a -
Inspeltorat IV it 22 21 2 65

Dengan membandingkan tabel 426 terhadap tabel 4.25 di atas diperoleh
kesimpulan bahwa kondisi jumish Aunditor Inspektorat IV ltjen Depdiknas secara
jumiah telah melebihi kebutuhan minimum, samun dan sisi jabatan tampak cukup
besar perbedaan dengan harapan idealnya. Berikut perbandingannya:

Tahel 4.26

Perbandingan Jumlah Auditor berdasarkan Formasi dengan Kondisi vang ada di
Inspekdorat IV per 31

Aungditoy -
Perbandinpan Pertamal Auditor Muda 4;;::01- ':;:fg;r Jumiah
eyampit e
Kondisi yang ada 20 Py 2 2 &3
Formasi 2009 43 i5 5 2 67
Selisih ~X3 7 i6 g -3
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Secara komulatif jumiah Auditor Inspektorat IV kekurangan 2 PFA dan
jika ditinjau dari segi jabatan dan peran formasi maka Inspektorat IV kekurangan
25 orang Auditor Pertama vang berperan sebagai anggota tim, kelebihan 7 orang
Auditor Muda vang berperan sebagal ketua tim, kelebihan 16 Auditor Ahli Madya
yang berperan sebagai Pengendali Teknis.

Dengan kondisi tersebut sudah pasti akan terjadi penyimpangan peran
Auditor dalam Tim guna memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Atau dengan kata
lain Seorang Auditor Madya dimungkinkan bisa berperan sebagal Pengendali
Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim atau anggota; seorang Awditor Muda bisa
berperan sebagai Ketua Tim atau angpota. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh
terhadap koefisien perhitungan angka kredit, dimana seorang Auditor akan
dirogikan ketika haros berpecan di bawsh sertifikasi yang dimilikinya yaitu 90%
X angka kredit yang diperolehnya atau akan diuntungkan jika harus berperan di
atas sertifikasi yang dimilikinya vaitu 110% X angka keedit vang diperolehnya,

Dari hasit analisis tersehut di atas, maka dapat dibuat formulir kompilasi sebagai
berikut:

Tabel 4.27
Rekapitulasi Fonmasi JFA Tahun 2009
Formasi 2009
- . Anditor
Ne| UnitRens Pectama/ | Auditor Muda | 47onOr | QSR | gypay
terampil ¥
i | Inspekioratl 36 12 4 2 34
2 | inspektort il 3& 12 4 p 54
3 | Hspeksorat i 36 34 4 P 54
4 | Inspeidgrat IV 43 i3 3 2 57
Jurrlah 133 5t 17 4 228

Dengan demikian, formasi auditor secara keselurnhan untuk Inspektorat Jenderal
Departemen Pendidikan Nasional adalah 17 Gugus Tugas (221 PFA dengan
komposisi seperti pada tabel di atas) ditambah 8 orang Aunditor Ahli Utama,

Sedangkan kondisi yang ada adalah seperti tabel berikut;
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Tabel 4.28
Rekapitulasi Auditor Itien Depdiknas Per 31 Desember 2008
Auditor . . .
Auditor Auditor Auditor
No Lindt Kerja Pertaga/ Muada Madya Utama Jumiah
terampil
1t | Inspektorat § 16 20 29 0 65
2 1 Iaspektorst I 22 20 25 I 68
3 1 inspekdforat 11 ig 14 33 1 67
4 | lnspeltorat IV 2 22 21 2 [
Jumiah ¥ 76 1124 4 265

{sumber : Pengolahan Data Kepegawaian Itjen Depdiknas)

Dengan membandingkan tabel 4.28 terhadap tabel 4.27 di atas dipervleh
kesimpulan bahwa kondist jumlah Auditor Itjen Depdiknas secara jumiah telah
melebihi kebutuban standar, pamun dad sisi jabatan tampak cukup besar
perbedasn dengan harapan idealnys. Dengan demikian akan terjadi peayimpangan
peran Auditor dalam Tim guna memenuhi kxiteria yang dibutubkan, Atau dengan
kata lain Seorang Auditor Madya dimungkinkan bisa berperan sebagai Pengendali
Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim atau angpota; seorang Avditor Muda bisa
berperan scbagai Ketua Tim atau anggota. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh
terhadap koefisien perhitungan angka kredit, dimana seorang Awuditor akan
dirugikan ketika harus berperan di bawah sertifikasi yang dimilikinya yaitu 90%
X angka kredit yang diperolehnya atau akan diuntungkan jika harus berperan di
atas sertifikasi yang dimilikinya yaitu 110% X angka kredit yang diperolehnya.
4.2, Pemetaan Komposisi Jumlah Auditor Per 31 Desember 2008
Berdasarkan Peran yang Ada di Setiap Inspekierat Itjen Depdilnas
Melalut pengolahan data kepegawaian Inspektorat Jenderal Departemen
Pendidikan Nasional per 31 Desember 2008 diperoleh sekapitulasi tabel
komposisi jumiah Auditor per 31 Desember 2008 berikut:

Universitas indonesia

Analisis Dampak..., Sujana Gitanegara, FEB Ul, 2009



65

Tabel 4,29
Rekapitulasi Auditor berdasarkan sertifikasi peran/ penienjangan IFA
No Unit Kerja T A KT PT PM 5
i 1 hnspeldnrat] ig 7 e 28 i &8
2 | Inspekiorat I g i6 i8 24 2 68
3 | Inspektorat HI g K4 i6 31 4 67
4 | Inspekicrat IV 7 16 28 2B 2 &5
Jumish 34 48 73 163 7 265
{sumber : Pengolaban Data Kepepawaian Ijen Depdiknas)
F : Farampil/ anggota P¥  : Pengendall Teknis
A : Angpota PM Peagendal Mutu
KT :Ketua Fim 3 : jumish
Gamhar 4.2 Rekapitulasi Auditor Berdasarkan Jenjang
Sertifikasi JFA
B inspekicrat |
w inspeklomt i
0 Inspeldost M8
11 inspekicmt B/

Jika melihat tabel dan grafik di atas, taropak secara kumulatif jumlah
Auditor di setiap Inspektorat hampir merata, namun jika dipetakan berdasackan
sertifikasi JFA vang dimiliki masing-masing Auditor tampak adanya perbedaan
yang cukup berpengaruh terhadap ketidaksesuaian peran.

Untuk itu perlu direncanakan ulang pemetaan Aunditor di setiap Inspekiorat
dengan berlandaskan pendekatan perhitungan formasi yang telah dilakukan
sebelumnya. Dalam analisis tersebut hanya Inspekiorat yang secara kumulatif
kekurangan personil minimal sejumlah 2 PFA. Untuk itu dari kondisi yang ada
sekarang, Inspektorat IV harus ditambah kekuatan personilnya dari Inspektorat
lainnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan komposisi di masing-masing
Inspektorat, Upaya peadekatan tersebut disajikan dalam tabel berikut:
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Tabel 4,30
Pemetaan Auditor Berdasarkan Pemerataan Peran
No 1nit Keria T A KT 1) M p
[ f Inspektorat | g 12 12 25 i &5
2 | Inspektorar 11 8 12 18 25 2 65
3 | lospektorat I 8 12 18 25 2 53
4 1 inspekiorat IV 9 12 19 pa.] 4 70
Jumilah 34 4% 73 103 7 265
Gambar 4.3 Usulan Pemetaan Auditor Hen Depdiknas
Tahun 2608
30 2B
2528260
25
o0 18181819 @Inspeklorat |
a ® nspekiorat 1
pinspekiorat |l
THnspekionst IV
RCarar
i1
PT M

Dengan adanya pemetaan torsebut diharapkan akan mengurangl pembebanan
peran di beberapa Inspektorat sekaligus akan mentngkatkan kekuatan pengawasan
di Inspektorat lainnya.

43. Dampak Sertifikasi Jabatan Fupgsional Awditor Terhadap Pola
Karier, Kompetensi, dan Fongsi Aunditor JInspekiorat Jenderal
Depdikaas
Secara ideal, sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) akan berdampak

positifl kepada pola karier dan kompotensi Auditor Inspektorat Jenderal

Depdiknas. Hal tersebut didasarkan balewa pola karier JFA didasarkan atas jumlah

angka kredit dan kelulusan Sertifikasi JFA yang merupakan jaminan bzhwa

persyaratan kompetensi minimal bagi Auditor untuk melaksasakan tugas sesual
jenjang peran dan jabatannya teleh diperoleh oleh seorang Auditor. Namun
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demikian, peribal tersebut perfu dianalisis kebenarannya terhadap kondisi yang
ada.

Berdasarkan analisis data kepegawaian Itjen Depdiknas per 31 Desember

2008 sebagaimana terlampir pada lampiran 2, diperclch kesimpulan schagai
berikut:

*

Banyak Auditor yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana (S1) mampu
menembus golongan IlId bahkan telah mencapai tingkat teratas dari Jabatan
Fungsional Auditor {Auditor Abli Utama).
Auditor vang tidak memiliki latar belakang pendidikan sarjane {S1) meskipun
jumlah angka kreditnya tinggi tidak dapat menembus golongan [Id karena
terbatas pada kompetensi Auditor trampil.
Untuk menduduki  Jabatan Fungsional Auditor tidak harus memiliki
pendidikan formal dengan disiplin ilmu akamtansi dan manajemen tetapi harus
melalui mekanisme pengangkatan, valtu :
1. Pengangkatan fnpassing
Merupakan pengangkatan ke dalam JFA melalui penyesusian jabatan
pada kurun waktu terteniu
2. Pengangkatan Perpindahan
Merupakan pemindahan ke dalam JFA dari jabatan strokiural atau
jabatan fungsional lain
3. Pengangkatan pertama
Merupakan pengangkatan pertama kali seorang PNS ke dalam JFA
Dilihat dari TMT pangkat dan TMT jabatan, masih banyak Auditor yang
belum mengalami kenatkan panglat dan jabatan bahkan ada yang lebih dari 4
tahun dari TMT pangkat dan jabatan vang saat ini.
Dampak darl pengangkatan melalul fapassing atau perpindahan menyebabkan
formasi Auditor di Itjen Depdiknas menjadi tidak ideal, bahkan dampak dari
perpindshan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional menyebabkan pola
karier menjadi timpang. Sebagai contoh seorang kepala bagian {eselon II1) dan
seorang kepala subbagian {(eselon V) dengan pangkat IV/a ketika berpindah
ke dalamm Jabatan Fungsional Auditor melalui pengangkatan perpimdahan
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maka akan menduduki tingkat dasar Jabatan Fungsional Auditor Ahli, yaitu
Auditor Ahli Pertama (idealnya gol 11¥/a atau l1l/h).

+ JIabatan fungsional merupakan inbatan aliematif bagi pegawai negeni sipil
yang tidak dapat menduduki jabatan struktural karena terbatas jumlahnya (22
orang). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.31

Jabatan Struktural vang Tersedia di Ijen Depdiknas

4. Insnekiur Jenderad
b, Sekretaris Itjen

¢. Inspekiur

¢. Kepala Bagian

¢, Kepata Subbagian
Jumlah :
Sumber : Permendiknas no. 12 tahun 2005

B i Pk it Fed Four

N

Sedangkan sampai 31 Desember 2008 Jabatan Fungsional Auditor telah
mencapal 205 orang dan dapat bertambah atau berkurang, dengan kata lain
tidak ada batasan tergantung kepada formasi yang dibutuhkan atan kebijakan

Pimpinan {tjen Depdiknas.

Tabel 4.32

Jabatan Punesional Auditor Itien Depdiknas per 31 Desember 2008
4. Audiior Akl TRama : 4
b, Auditor Ahli Madva 2 108
¢. Auditor Ahl Muda 2 76
4. Auditor Abli Pertama i 43
¢. Auditor Penyelia : 19
f. Auditor Pelaksane Lanjutan 2 14

g Auditor Pelaksana : i

Sumish : 263

Sumber : Subbagian Kepegawaian jen Depdiknas

e Jeperti halnya Jabatan Struktural, Jabatan Fungsionalpun mendapatkan
tunjangan sesual dengan jenjang jabatannya:
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Tabel 4.33
Tunjangan Jabatan Seruktural
No. | ESELON BESAR TUNJANGAN

{ 1A Ry 5.500.000
2 B Rp 4.375.000
3 nA Rp 3.250.000
a e Rp 2.625.000
5 A Rp 1.260.000
6 HiB:! Rp 980.000
1 VA Rp 540.000
3 VB Rp 490.000
9 VA Rp 360.900

{Sumber: Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2007)

Tabel 4.34
Jabatan Pangkat Tunjangan

Jenjang Auditor Ahli

Auditor Ahli Utama IV - Ve p 120000000
Auditor Ahli Madys Vis -~ I¥e Rp 960 600,00
Agdiior ARl Muda Hiig 14 Rp £62 800,80
Auditor Ahli Pertama iila — G Rp 300000500
Jenjang Auditor Trampil

Aunditor Penyelia KA — 114 En 425 500,00
Auditor Pelaksana Lanjutan Hifa - LD Rp 263.000,00
Auditor Pelaksana I - Ii/d Rp 240.000,00

Surnber ; Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2007

Sementara ifu, untuk mengetahui dampak sertifikasi terhadap kompetensi
Auditor dilakukan melalui analisis keragaman opini Auditor yang telah Iulus yjian
diklat sertifikasi penjenmjangan JFA terhadap hasil yang mereka peroleh bagi
peningkatan kompetensi sesual peran mereka sekarang. Kuesioner isian didisebar
secara random dengan tingkat keyakinan 70%, sehingga diperolebh jumlah
resporcien sebanyak 70% x 265 (umlah Auditor per 31 Desember 2008), yaitu
186 responden.
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Namun demkian berdasarkan pengerbalian kuesioner, dari 186 kuesioner
vang kembali secars utuh adalah sebanyak 174 kuesioner, sehingga tingkat

keyakinan yang dihasilkan adalah sebesar %xl 00% = 66% . Berdasarkan hasil

kuesioner tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Dampak sertifikesi (hasil diklat sectifikast) terhadap pengetahuan Auditor:
79% sesuat kebutuhan peran karena 79% narasumbernya kompeten dalam
bidangnya, 94% menambah pengetahuan, 84% memberikan hal-hal baru bagi
Auxditor, 66% mengurangi perbedaan persepsi terhadap suatu kasus, Namun
demikian ada kekurangannya yaitu, 62% yang menyatakan bahwa materi dari
nara sumber diklat sertifikasi belum utuh atau lengkap schingga masih perlu
mencari referensi yang lain. Hal tersebut dianggap wajar mengingai ilmu
pengetahoan ity amat luas dan tidak terbatas.

b. Dampak sertifikast (hasil diklat serifikasi) terhadap kemampuen dan fungsi

Auditor:
68% telah sesuail dengan kebutuhan keteampilan karena, 83% memberikan
tambahan  keterampilan, 56% merasa  lebih  mudab  menemkan
masalah/penyimpangan, 60% merasa Japoran hasil pemeriksaan meniadi lebih
berkualitas, 61% pimpinan/atasan Auditor memberikan kepercayaan penub
dalam melakukan audit kerena dianggap feiah memiliki peagetahvan dan
keterampifan yang memadal dalam melakukan peran audit, 51% Auditor
merasa Audit menjads efisien dan tuntas

c. Dampak Sertifikasi (hasil diklat sertifikasi) erhadap Sikap/Perilaku Kerja
Auditor:
$1% banyak mengubah sikap kerja Auditor menjadi lebih baik, karena 36%
Auditor menganggap sertifikasi belum memberikan rasa aman dan kepastian
meraih karier dan jabatan yang lebih baik, 40% Auditor menganggap prinsip
keadilan dan kesctaraan belum diterapkan dalam penunjukkan/penugasan
peserta diklat sertifikasi, padahal spbbagian kepegawaian telah berusaha adil
dengan berpedoman pada Daftar Urat Kepangkatan (DUK) dan persyaratan
angka kredit, 74% menganggap pencrapan peran PM, PT, KT dan Anggota
sangat membantu kegiatan audit.
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Dari semua penilain tersebut hanya 117 Auditor (67%) dari 174 Auditor
yang menyatakan bahwa diklat sertifikasi dibawah pembinaan BPKP mampu
meningkatkan kompetenst Auditor Ifjen Depdikoas. Hasil tersebut juga
menunjukkan bahwa peran sertifikasi penjenjangan JFA belum optimal dalam
mendukung fungsi Auditor Inspektorat Jenderal Depdiknas, sehingga dibmtuhkan
peraikiran yang febih mendalam untuk menciptakan metode penpajaran Diklat
Sertifikasi yang sesual dengan kebutuhan sekamang dan vang akan datang,
diantaranya adalah materi diklat yang diberikan harus lebih menyentuh substansi
kegiatan yang dihadapi lembaga di lapangan dan Auditor sendiri haras memiliki
semangat untuk terus belajar dan berkembang.

Hasil kuesioner di atas bukanlah suatu nilai vang mutlak, namun patut
diperhitungkan mengingat paradigma baru terhadap Auditor Inspektorat Jendeml
Depdiknas menuntut tidak lagi sebalas padas “walchdog” melainkan juga
pemberian jasa-jasa konsultatif dan sagfe guarding yang dibutubkan oleh
manajemen sehingga organisasi yang diawasi dapat mencapal fujuan dan sasaran
vang telah di rencanakan secara efekiif, efisien, ekonomis dan sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlakuw,

4.4. Permasalahan Yang Masih Menjadi Kendala Pengembangan Sistem
Karier Auditor Itjen Depdiknas Sehubangan Dengan Penerapan
Sertifikasi Penjenjangan Jabatan Fangsional Auditor
Sertifikast Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor berhubungan dengan

Sistem Karier Auditor Rjen Depdiknas, Hal tersebut diatur dalam Keputusan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 tentang Jabatan

Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, dan peraturan pelaksansannya,

sebagaimana dapat dirangkum dalam tabel berikut ini;
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Tabel 435
Pola Karier JFA Auditor Trampil
Auditor Trampil
AK, Dikclat Pergyaratan AK
Jabatan Gol | o, | Poren Serfifikesi | Masuk Diklat
b 49
Agditor Pelaksana g 0
1] 85 Ancgota Fembent:kan
Audior Pelaksans | W | 100 | T, nfg Auditor Entry level
tardutan B 1 150 Trampil
) Hic | 200
Audiar Penyelia s T =00
Fabel 4.36
Pola Karier JEA Auditor Abll
Auctitor Al
AK. Biklat Porgyaratan AK
Jabatan Bol. | wum. | Forw Serffikasi | Masuk Diklat
Auditor Ahli itha 00 i Anggola Pembentuksn
Pertarna e | 150 | Tim Auditor Abli A
i , {ite | 200 Penienjangan
Auditor Anl Muda iiia 300 Ketua T Ketua Tim 15
ia 4} - | Penisnjangan
Auditor Ahli Madya | TUib | 580 | wor9%9@l | pengengak 250
Vi T0O0 Teknis
\V/d 850 . | Penjenjangan
. Pengeondali d
Agditor Anll Utams Wre | 1050 | Mot ;ir;?endah 178

Seorang Auditor tidak akan naik pangkat dan afau jabatan apabilz belum
memenuhi persyaratan di atas.

Dari kiasifikasi dan analisa perbandingan data kondisi yang ada di
Inspekiorat Jenderal Depdiknas per 31 Desember 2008 dengan kriteria tersebut di
atas sebagaimana terlampir pada lampiran 3 diperoleh rekapitulasi hasil sebagai
berikut:
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Tabel 4.37
Hasil Analisa Perbandingan Kondisi dan Kriteria Pola Kadier <A Itien Depdiknas
per 31 Desember 2008
Sesuni dengan . .
L Angla Kredit Tidak Sesuai deogan Jumlah
No Kriteria yakg Diperoteh xg_gka ﬁ;edxt yENg (orang)
{orang) iperokeh forang)
Aunditor Ahli
1 ¢ Jsbatan Fungsional Auditor 149 92 232
2 | Pangkat 113 119 232
3 | Sertifikasi 11% 10 225
Auditor Trampit
I | Jabatan Fungsional Auditor 32 i 33
2 | Pangkat 31 2 33
3 | Sertifikasi 33 {) 33

{sumber: hasil analisis pada lampiran 3)

Diari fabel 4.12 tampak masih cukup banyak ketidak sesuaian antara pola

karier yang ideal dengan pola karier yang ada. Dan hasil wawancara dengan
pengelola bidang Jabatan Fungsional Awditor pada Bagian Tatalaksana dan
Kepegawatan diperoleh informasi bahwa penyebab hal tersebut bisa tegadi
karena:

I

Seorang auditor tidak dapat mengikuti diklat jenjang yang tinggi apabila
belum lulus sectifikasi diklat jeniang sebelumnya. Hal ini menegaskan sesuai
pola karier auditor pada Tabel 4.10, bahwa selama karier auditor dalam
jabatan auditor sejuk diangkat sampai terminasi akan mengikuti beberapa kali
diklat sertifikast JFA sesuai kenaikan jabatan yang dilaluinya.

Cukup banyak Auditor Kjen Depdiknas yang diangkat melalet inpassing
dalam jabatan tertentu dengan cara menpikuti diklat sertifikasi yang terdiri
dari dikiat matrikulasi (tanpa ujian) untuk jenjang peran di bawahnya dan

diklat dengan ujian sertifikasi sesuai dengan peran dalam jabatannya.

. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat dan atau Jabatan sedang dalam proses

pengajuan dan sampai 31 Desersber 2008 belum selesai

Banyak Auditor yang telah memenuhi persyarstan angks kredit, namun
terganial pada antrian mengikuti diklat dan ujian sertifikasi penjenjangan. Di
mana untuk kenailkan pangkat ke Iil/c harus mengikuti dan lulus sertifikasi

penjenjangan ketua tim, kenaikan I'V/a harus mengikuti dan lulos sertifikasi
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penjenjangan Pengendali Teknis, dan kenaikan IV/c hams mengikuti dan lulus
sertifikasi penjenjangan Pengendali Mutu. Dalam kenyatasnnya dalam satu
tahun untuk diusulkan mengikuti diklat serfifikasi sangatlah terbatas dan
berurut sesuai daflar wrut kepangkatan (DUK) dan angks keedit vang telah
memenuhi persyaratan, disamping itu sangat jarang Auditor bisa langsung
lutus dalam satu kali wjtan.

. Ada kelalaian staf kepegawatan Itien Depdiknas dalam pengaivan kenatkan
pangkat Auditor tanpa memperhatikan persyaratan yang harus dipenuhi,
namun hal tersebut masih dalam proses perbaikan.

. Ada beberapa Auditor secara kumulatif jumiah angka kredit gsudah memenuhi,
namun dari segi komponen yang terdiri dari unsur pendidikan, unsur
pengawasan, unsur pengembangsn profesi dan unsur ponunjang ada yang
belum terpenuhi persyaraian nilainya,

. Bagi Auditor Trampil, meskipun angka kreditnya > 360 tidsk dapat mengikuti
jenjang di atasnya seperti halnya Auditor Ahil apabila tidak memiliki jjazah
sarjana (S1).
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BABY
KESIMPULAN DAN SARAN

8.1,  Kesimpulan

Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dibentuk dengan tujuan untuk
menjamin pembingan profesi dan karier, kepangkatan dan jabatan bagi
PNS yang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah dalam rangka
mendukung peningkatan kinerja instansi pemerintah,

Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dalam melaksanakan tugas pengawasan
selain ditentukan oleh jenjang jabatan yang didudukinya juga ditentukan oleh
peran yang diembannya yaitu peran Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua
Tim atau Anggota Tim. Penentuan peran tersebut disesuaikan dengan sertifikasi
yang telah dimiliki PFA.

Sertifikasi tersebut menjadi persyaratan kompetensi minimal auditor untuk
melaksanakan fugas sesual jenjang peran dan jabatannya yang diperoleh melalui
kelulusan ujtan diklat sertifikasi JFA pada setiap jenjang dikiat, Dengan demikian
seorang auditor tidak dapat mengikuti diklat jeniang yang tinggi apabila belum
lulus sertifikasi diklat jenjang sebelumnya atau dengan kata lain, untuk mencapal
puncak jabatan dan peran tim, seorang Auditor harus mengikuti beberapa kali
diklat sertifikasi JFA sesuai kenaikan jabatan yang dilaluinya,

Dari hasil analisis data pada bab IV yang dihubungkan dengan landasan
teori pada bab Il serta gamberan umum Inspekrorat Jenderal Depdinas di bab M1
diperoleh kesimpulan sebagal berikut;

. Formasi Auditor Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2008 secara kumulad{
(265) telah melebihi kebutuban formast jumlah Auditor berdasarkan rumusan
formmasi BPKP (229), namun sangat berbeda dari sisi jabatan vang tentunya
akan terjadi penyimpangan peran Auditor dalam Tim guna memenuhi keiteria
yang dibutuhkan. Atau dengan kata lain seorang Awnditor Ahli Madya
dimungkinkan bisa berperan sebagai Pengendali Mutu, Pengendali Teknis,
Ketua Tim atau Anggota; seorang Auditor Muda bisa berperan sebagai Ketua
Tim atan Anggota. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap koefisien
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perhitungan angka kredit, dinrana scorang Auditor akan dirugikan ketika harus
berperan di bawah sestifikasi yang dimilikinya yaitu 90% X angka kredit yang
diperolehnya atau akan diuntungkan jika harus berperan di atas sertifikasi
yang dimilikinya yaitu 110% X angka kredit yang diperolehnya.

. Pemetaan komposisi jumiah Auditor per 31 desember 2008 berdasarkan peran
yang ada di setiap inspektorat Itjen Depdiknas belum merata penyebarannya.
Hal tersebur akan menyebabkan banvakeya ketidaksesuaian peran Auditor
dalam tim. Untuk ite periu direncanakan ulang pemetaan Auditor di setiap
Inspektorat dengan berlandaskan pendekatan perhitungan formasi yang telah
dilakukan pada no.1. Dalam analisis tersebut hanya Inspektorat IV yang secara
kumulatif kekurangan personil minimal sejumlah 2 PFA. Uniuk itu dani
kondisi yang ada sekarang Inspektorat IV harus ditambah kekuatan
personilnya dard  Inspektorat  lainnya dengan lelap memperhatikan
keseimbangan komposisi di masing-masing Inspektorat. Upaya pendekatan
tersebut disajikan dalam tabel berikut;

Tabel 8.1
Usulan Pemetaan Auditor Berdasaken Pemerataan Peran
Neo nit Kerja T A KT | PT | PM >
1 | Inspektorat | b 12 18 25 i 65
2 | Inspektorat 8 i T2 | s 2 65
3 | Inspektorat 111 8 12 18 25 2 65
4 ) Inspektorat IV 9 12 19 28 2 70
Jumiah 34 48 73 103 7 265

Dengan adanya pemetaan tersebut  diharapkan  skan  mengurangi
pembebanan peran di beberapa Inspektorat sekaligus akan meningkatkan

kekuatan pengawasan di inspektorat lainnya.

Dampak sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor terhadap pola karer,
kompetensi dan fungsi Auditor Inspekiorat Jenderal Depdiknas adalah
sebagai benkut:
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Dampak positif terhadap pola karier Auditor Itjen Depdiknas:

Dengan adanya sertifikasi penjenjangan, Auditor yang memiliki latar
belakang pendidikan sarjana (81) berkesempatan untuk menembus
golongan 1fld bahkan mencapai golongan tertinggi IV/e dan menduduki
tingkat teratas dari Jabatan Fungsional Auditor {Auditor Ahli Utama).
Untuk menduduki Jabatan Fungsional Auditor, PNS Itjen Depdiknas
tidak harus memiliki pendidikan forrnal dengan disiplin ilmu akuntansi
dan manajemen tetapi harus melalui mekanisme pengangkatan
inpassing, pengangkatan perpindahan atau pengangkatan pertama.
harapan  akan  terjadinya  peningkatan  profesionalisme,
pengembangan profesi, pendidikan dan pelatihan vang terencana,
begjenjang dan berkelanjutan schingpa persyaratan kompetensi minimat
auditor untuk melaksanakan tugas sesuai jenjang peran dan jabatannya
dapat dicapal.

Sertifikasi vang dimiliki menentukan kenaikan pangkat dan jabatan
Auditor schingga menjadi jabatan aliernatif bagi pegawai negert sipil
yang tidak dapat menduduki jabatan struktural karena terbatas jumlahnya
dan seperti halnya Jshatan Struktural, Jfabatan Fungsionaipun
mendapatkan tunjangan sesuai dengan jenfang jabatannya.

"Dampak negatif terhadap pola karier Auditor Itjen Depdiknas:

Dilibat dari TMT pangkat dan TMT jabatan, masih banyak Auditor yang
belum mengalami kenaikan pangkat dan jabatan bahkan ada vang lebih
dari 4 tahun dari TMT pangkat dan isbatan yanog seaat ot

Salah satu penycbabnya adalah banysk Auditor tidak bisa mengikoti
kegiatan diklat sertifikasia akibat batasan jueniah peserta yang disediakan
oleh Pusdiklat BPKP.

Dampak dari pengangkatan melalui  fnpassing  atau  perpindahan
menyebabkan formast Auditor di Itjen Depdiknas menjadi tidak idesl,
bahkan dampak dari perpindahan jabatan struktural ke dalam jabatan
fungsional menyebabkan pola karier menjadi timpang.
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s Sistem pengusulan peserta diklat sertifikasi ke BPKP jika tidak
disosialisasikan kepada sernus Auditor Itjen Depdiknas akan menimbulkan
kecemburuan diantara Auditor itien Depdiknas.

» Kesalahan di dalam pengusulan kenaikan Jabatan Fungsional Auditor
berpengaruh  terhadap kerugian negara akibat jumlah pembayaran
tunjangan yang lebih besar dari seharusnya, sehingga dibutubkan tingkat
ketelitian yang tinggi dalam verifikasi data usulannya.

Dari hasil analisis kuesioner Dampak sertifikasi terhadap kompetensi Auditor
yang telah diisi oleh 186 Auditor ljen Depdiknas dengan tingkat keyakinan
66% hanya 117 Auditor (67%) dani 174 Auditor yang menyatakan bahwa
diklat sertifikasi dibawah BPKP mampu meningkatkan kompetensi Auditor
Itjen Depdiknas, Hasil fersebut juga menunjukkan bahwa peran sertifikasi
penicnjangan JFA belum optinmal dalam  mendukung fRungsi  Auditor
Inspekiorat Jenderal Depdiknas, sehingga dibutuhken pemikiran yang lebih
mendalem untuk mencipiekan metode pengajaran Diklat Bertifikasi yang
sesuai dengan kebutuhan sekarang dan yvang akan datang, diantaranya adalah
materi diklat yang diberikan harus lebih menyeatuh substansi kegiatan yang
dibadapi lembaga di lapangan dan Auditor sendiri harus memiliki semangat
entuk terus belajar dan berkembang,

. Permasalahan vang masih menjadi kendala pengembangan sistem karier

Audifor Ifjen Depdiknas schubungan dengan pencrapan  Serfifikasi

Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor adalah masih cukup banyak ketidak

sesuaian sntara pola karfer yang ideal dengan pola karier vang ada dengan

penyebab sebagai berikut:

1) Seorang auditor tidak dapat mengikuti diklat jenjang yang tinggi apabila
belum lulus sertifikasi diklat jenjang sebelumnys,

2) Cukup banyak Auditor Itjen Depdiknas yang diangkat melalut inpassing
dalam jabatan fertentu dengan cara mengikuti diklat sertifikasi yang terdiri
dari dikfat matrikulasi (tanpa ujian) untuk jenjang peran di bawahnya dan
diklat dengan ujian sertifikasi sesuai dengan peran dalam jabatannya.
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3) Surat keputusan kenaikan pangkat dan atau jabatan sedang dalam proses
pengajuan dan sampai 31 Desember 2008 belurn selesai

4} Banyak Auditor vang telah memenuhi persyaralan angka kredit, namun
terganjal pada antrian mengikuti diklat dan ujian sertifikasi penjenjangan.

5) Ada kelalaian staf kepegawaian Itjen Depdiknas dalam pengajuan
kenaikan pangkat Auditor tanpa memperhatikan persyaratan yang harus
dipenuhi, narnun hal tersebut masih dalam proses perbaikan,

6) Ada beberapa Auditor secara kumulatif jumizh angka kredit sudah
memenuhi, namun dari segi komponen yang terdiri dari unsur pendidikan,
unsur pengawasan, unsur pengembangan profesi dan unsur penunjang ada
yang belum terpenuhi persyaratan nilainya.

7) Bagi Auditor Trampil, meskipun angka kreditnya > 300 tidak dapat
mengikuti jenjang di alasnys seperht halnya Auditor Ahli apabila tidak
memiliki ijazah sarjana (S1).

Saran

Dalam rangka penguatan pencapaian tujuan Jabatan Fungsional Auditer di

Inspektorat Jenderal Depdiknas, yaitu menjamin pembinaan profesi dan

karier, kepangkatan dan jabatan Auditor Inspektorat Jenderal Depdiknas

maka perlu diperhatikan hal-hal berikut:

L

Dalam penyusunan kebutuhan Auditor hendaknya menggunakan pendekatan
formasi yang ielzh dikeluwkan oleh Badan Pengawas Kevangan dan
Pembangunan (BPKP), meogingat rumusan tersebut telsh diteliti dan
diujicobakan oleh BPKP selaku pembina APIP

Pemetaan Auditor hemdaknya memperhitungkan beban keda dan sertifikasi
peran yang dimiliki masing-masing Auditor

Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian Itjen Depdiknas hendaknya lebih
mensosialisasikan tentang sistem pengiriman peserta diklat sertifikasi agar
tidak ada kecemburuan diantara Auditor Ijen depdiknas dan membuat
program karier Auditor schingga memudahkan Audifor untuk mengejar
kariernys masing-masing, serta menjadi alat kendali guns mengurangi
kesalahan di dalam pengusulan pangkat dan jabatan Auditor.
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4. Kompetensi Auditor harus terus ditingkatkan, baik oleh Inspektorat Jenderal
mauvpun atag inisighif Auditor e sendidd. Untuk itu semangat untuk terus
belajar dan berkembang harus ada dalam din Auditor.

5. BPKP scbagai badan pembine pengawasan APIP diharapkan lebih optimal
dalam menciptakan Auditor-Auditor yang handal, profesional, loyal, jujur dan
berintegritas tinggi dalam melaksanakan kegiatan Audit melalui kegiatan

diklat sertifikasi yang selama ini berlangsung.
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628 SK/R/UV/2Z008 tentang Pedoman Tekmis Penulisan Tugas Akhir
Mahasiswa Universitas Indonesia.

Alumat Situs:

hitpdiwwrw bpkp.go.ad/

hitp/fwww.bkn.go.id/

hitp://www . bpkp go.id/univpusbin/pedomanformasijfa.pdf
http/fwvew bpkp.go.id/anit/Sulsel/paraikatte V011 2.pdf
http/fwww bpkp.go.id/unitpusbin/profildweb pdf
http:/www. bpkp.go.id/unitpusbinfprofj faweb.pdf
hitp/iwww bpkp.go id/unit/pusbinfaporanbabl-ILpdf

Perataran-Perataran:
Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
nomor 8 {ahun 1974 wntang Pokok-Pokok Kepegawaian

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 ientang Sistem Pengendalian Intem
Pemerintah. )

Universitas Indonesia
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Daftar Sasaran Pemeriksaan Inspektorat I

No,

Propinsi

Sasaran Pemeriksaan

DKI Jakarta

Inspektorat Jenderal Depdiknas dan Direktorat Jenderal Manajernen
Pendidikan Dasar dan Menengah, Universitas Terbuka, Dang
Dekonsentrast, Dana Alokasi Khusus dan dana Bleck Grant pads Dinas
Pendidikan Propinsi dan sekotah

Riau

L.LPMP Riau, Balai Bahasa Pekan Ban:, Universitas Rian, Perguruan
Tinggi Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokast Kbusus pada
Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi,
Kabupaten dan sekelh

Kep. Riau

Dang ekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pads Propinsi dan dana
Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaien dan scholah

Lampung

LPMP Lampung, Universitas Lampong, Politani Negeri Bandar
Lampuong, Perguruan Tingst Swasta, Dana Dekensentrasi dan Dana
Alokest Khusus pada Propinsi dan dana Block Grunt pada Dinas
Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolah

Jawa Barat

LPMP Jawa Barst, P4TK IPA Bandung, P4TK Ridang Mesin dan
Teknik Industr} Banduag, P4TK TK dan PLB Bandung, PATK Pertanisn
Cianjur, PATK Bisais dan Pariwisala Jawa Bamt, P4TK Pendidikan
Jastrant dan BimbinpanKonseling Jawa Barat, Balal Bahasa Bandung,
BPPNE] Jawa Barat, Unibversitas Padiajaran, Universiias Pembungusan
indonesia, Instinn Pedtanizn Boger, Instiiul Tekaologi Bandung, 8T8
Bandang, Politeknik Negerl Bandung, Pollicknik Manufaktur Bandung,
Kopertis Wiayah 1V, Perguruan Tiagp! Swasia, Dana Dekonsenirasi dan
Dans Alokasi Khusas pads Propinsi dan dans Block Grant pada Dinas
Peadidilan Propinst, Kabupaten dan sekolah

Kalimanian
Seiatan

LPMP Kalimantan Selptan Balai Bahasz Banjarmasin, Universitas
Lambung Mangkarat, Politeknik Negeri Banjarmasin, Kopertis Wilayah
Xi, Perguruan Tinpel Swasts, Dana Dekensentrusi dan Danz Alokaci
Khusus pads Propinsi dan dans Block Grant pada Dinas Pendidikan
Proninsi, Kabupaten dan sekelzh

Sulawesd

Liarg

LPMP Sulawesi Utara, Balai Bahasa Manado, Universitas Sammulangi,
Universitas Neger] Manado, Politeknik Negerd Manado, Perguruan
Tinge: Swasts, Dana Dekonsentasi dan Dana Alokasi Khosus pada
Propingt dun dans Block Grunt pada Dines Pendidiian Propinsi,
Kabuopaten dan selalab

LPMP Nusas Tenggars Timur, Universitas Nusa Cendana, Politekntk
Negeri Kunang, Politani Negend Kupang, Perpuruan Tingpi Swasta,
Jana Dekonsentrasi dan Danz Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana
Block Orant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekelsh

Maluku

LEMP Maluky, Universitas Fattimura, Politeknik Kegeri Armbon,
Politeknik Perikanan Tual, Kopertis Wilayah X1, Perguruan Tinggi
Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada Propiosi
<an dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propiosi, Kabupaten dan
sekoiah
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Daftar Sasaran Pemeriksaan Iospektorat 11

No.

Propinsi

Sasaran Pemerviksesn

DK fakarta

Sekretariat Jenderal, Pusat Pendidikan dan Pelatthan Pegawad, Pusat
Perbukwan, Pusat Bahasa Pusat Gralindo, Pusat Teknologi don
Komnnikasi, Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat, Pusekias, Dana
Diekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus dan dana Block Grant pade Dinas
Pendidikan Peopingi dan sekolah

MAD

LPMP NAD, Balai Bahasa Banda Aceh, Universitas Syiah Kuals,
LUniversitas Maltkussaleh, Politeknik Negeri Liokseumawe, Koperlis
Wilayah §, Perguruan Tinggl Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana
Alokasi Khusas pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas
Pendidikan Propingi, Kebupaten das sekolah

Sumsel

I.PMP Sumaters Selatan, Balai Bahasa Palembang, Universitas
Sriwijays, Politeknik Neperi Sriwijaya, Kopertis Wilayah 1, Pergunuun
Tinge!l Swasts, Dana Dekonsentrast dan Dana Alokasi Khusus pads
Propinst dan dena Block Grent pada Dinas Pesdidikan Fropinsi,
K.abupaten dan sckelah

Bengkuly

LBMP Bengkeoly, Universilas Bengkulu, Perguruan Tinpgi Swasta, Dana
rekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana Bleck
Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupalen dan sekolah

Banten

1LPMP Ranten, Universitas Tirtayasa Sereng, Pergunian Tingei Swasta,
Dana Dekonsentrasi dan Dana Alekasi Khusus pada Propinsi dan dana
Biock Gramt pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan gekolah

Jaws Timur

LPMP Jaws Timuar, PATE PEN dan IPS Malang, PATK Bidang Qtomotif
tan Eiektronika Malang, Balai Bahasa Surabaya, BPPNFI Jawa Timur,
BMTY Surabayva, Universijas Airlangsa, Universitas Negeri Surabaya,
Universitas Megeri Brawijaya, Universitas Megeri Malang, Universiias
Negeri Jember, Universitas Trunodjoyo Madurs, ITS Surabaya,
Paliteknik Negeri Malang, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya,
Paliteknik Perkapzlan Surabaya, Politani Negeri Jember, Kopertis
Wilayah VH, Perpornen Tinggi Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana
Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas
Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolah

Kalimantan
Barat

LPMP Kalimantan Barat, Balai Bahasa Pontianak, Universitas Tanjung
Purz, Politeknik Megeri Pontianak, Perguruan Tinggi Swasta, Dana
Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana Block
Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolah

Sulaveesi
Tenggara

LEMP Sulawesi Tenggara, Universitas Halnlec, Perguruan Tinggi
Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada Propinsi
dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan
sekolah

NTB

LPMP Nusa Tenggara Barat, Universitas Mataram, Perguruan Tinggi
BSwasta, Dana Dekonsentrasi den Dana Alokasi Khuses pada Propinsi
dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan
sekolah
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Daftar Sasaran Pemeriksaan Inspektorat 11i

No.

Propinsi

Sasaran Pemeriksaan

DR hakarta

Direltorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Balithang, Direktom
Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, PATE Hahase,
Universitas indonesia, Universitas Negeri Jekaris, Politeknik
Negeri jakarta, Kopertis Wilayah 11, Perguruan Tinggl
Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alakast Khuses pada
Propinsi dan dana Block Grast pada Dinas Pendidikan
Propinsi, Kabupaten dan sekolah

Sumbar

LPMP Sumatera Borat, Balai Behasa Padang, Universitag
Andalas, Universitas Nagerd Padang, STS Padang Panjang,
Potiteknik Negeri Padang, Politani Payskembuh Koperds
Wilaysh X, Perguruan Tinggl Swasta, Dana Dekonsentrasi
dan Dana Alokast Khusus pada Propinsi dan dana Block Grant
pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolah

oy

LPMP Yogyskaria PATK Matematila Yogyakarta, PATK
Seni dan Budaya Yogyakarts, Balai Bahass Yogyakarta,
BPMR Yopyakarta, Universitas Gadjah Mada, Universitay
Megeri Yogyakarta, i51 Yogyakaria, Kopertis Wilayah V,
Perguruan Tinggi Swasta, Dana Dekonsantrast dan Dana
Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana Block Cieant pada
Dinas Pendidikan Propinst, Kabupaten dan sekolah

Kalimantan Timur

LPMP Kalimantan Timur, Universitas Mulawarman,
Politeknile Neperi Samarinda, Politan Negen Samarinda,
Perpuruan Tinggi Swasta, Dana Dekonsenizast dan Dany
Alokasi Khusus pads Propinsi dan dana Bloek Grand pada
E¥inas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolal:

Garontalo

LPMP Goroniaio, Universitas Negeri Gorontalo, Parguruan
Tinggd Swasta, Dana Dekonsenfrasi dan Dana Alokast Khusus
pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan
Propinsi, Kabupater dan sekalab

Maluku Litarg

LPMP Maluwku Utara, Universitas Kimlran Tenute, Porguram
Tinggt Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokas Khusus
pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan
Fropinsi, Kabuoalen dan sekolah

frian Java Bamt

LPMP Papus, Balat Bahasa Jayapom, Universitas
Cendrawayih, Perguroan Tingg Swasta, Dang Dekonsentrasi
dan Dana Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana Block Gram
pada Dinag Pendidikan Proplast, Kabupaten dan sekolah

Papua

Umniversitas Papua, Perpuruan Tingei Swasta, Dang
Dxekonsentrasi dan Danz Alokasi Khusus pada Propinsi dan
dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten
dan sekolzh
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Daftar Sasaran Pemeriksaan InspekioratlV

Mo,

Propinsi

Sasaran Pemeriksaan

DKI Jakaria

Direktorat Jenderal PMPTK, LPMP lakarta, Dana Dekonsenirasi,
Dana Alokasi Khusns dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan
Propmsi dan sekolah

Sumut

LPMP Sumatera Utara, PATK Bidang Bangunan dan Listrik Medan,
Balai Bahasa Medan, BPPNEL Sumatera Utara, BPTG Medan,
Universilas Sumatera Utara, Universitas Negeri Medan, Pollieknik
Negerci Medan, Kopertis Wilayah [, Pergeruan Tingei Swasta, Dang
Dekonsentrast dan Dana Alokast Khusus pada Propinsi dan dana Blogk
Orant pada Dnnas Pendidikan Prepinsi, Kabupaten dan schelsh

Jambi

LPME Jambi, Universitas Jambi, Pengumuan Tingpi Swasta, Dana
Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusas pada Propinsi dan dunas Block
Grant pads Dinas Pendidikan Propinsi, Kabipaler dan sekelah

Bangka Belitung

{FMP Bangka Belitung, Perguruan Tinggi Swasta, Duans
Dekonseatrasi dan Dans Alekast Khusus pada Propins! dan dana Block
Grant pada Dinss Pendidikan Propinst, Kabupaten dan sekolah

Jaws Tengah

L PMFP Jawa Tenpah, Balal Bahaca Semarang, BPPNFI Jaws Tengsh,
BPMER Jawa Tenpah, Universitas Jenderal Socdirmun, Universitag
Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universiias Scbelas Maret,
STSI Surakarta, Politeknik Negeri Semarang, Koperils Wilayah V1,
Porguroan Tinggt Swasis, Dana Delconsentrasi dan Dana Alokasi
Khusus pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan
FPropinsi, Kabupaten dan sekolah

Kalimantan Tengah

1PME Kalimantan Tengah, Balai Bahasa Kalimastan Tengah,
Univessias Palungkaraya, Pergurvan Tinggi Swasta, Dara
Dekonsentrast dan Dana Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana Block
Grant puda Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolah

Sulawest Selatan

[PMP Sufawesi Selatan, Balai Bahasa Ujung Pandang, BPPNFI
Sulawesi Selatan, BPTG Makasar, Universitas Hassanuddin,
Universitas Negeri Makasar, Politeknik Negeri 1jung Pandang,
Politekutk Negeri Pertanian Pangkep, Kopertis Wilayah IX, Perpuruan
Tinggi Swasta, Dane Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada
Propinsi dan dana Block irant pada Dinas Pendidikan Prapinsi,
Knbupaten dan sekolah

Solawesi Tengah

LPMP Sulawesi Tengah, Balai Behasa Sulawesi Tengah, Universitag
Taculako, Perguruan Tinggi Swasta, Dana Dekeonsentrasi dan Dang
Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas
Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolah

Sulawest Barat

Perguruan Tinggi Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi
Khusue pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan
Propinsi, Ksbupaten dan sekolsh

Bakt

LPMP Baii, Balai Bahasa Denpasar, Universitas Udayana, [K1P Negerd
Singaraja, STSI Denpasar, Politekaik Negeri Bali, Kopertis Wilayah
VHI, Perguruan Tinggl Swasie, Dana Dekonsentrasi dan Dany Alokasi
Khusus pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan
Propinsi, Kabupaten dag sekolah
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No

Pertanyaan

Jumlah

Sudah/Ya

Belum
fTidak

Jumlzh

%

Sudah/
Ya

Belum
{Tidak

Jumiah
(%)

| Apakah kepiatan diklat

1 sertifikasi sudah sesuai dengan
1} kebutuhan pengetahuan untuk

1 melaksanakan peran dalam tim
&4 audit ?

137

37

174

79%

21%

100%

Apakah kegiatan dikdat
sertifikasi sudah sesuai dengan
kebutuhan keterampilan untuk
melaksanakan peran dalam tim
audit ¢

112

55

174

68%

32%

140%

Apakah diklat sertifikasi yang
Bapak/ Ibu ikuti banyak
mengubah sikap kerja Bapak/
Ibu menjadi lebih baik dalam
tim Aundit 7

89

g5

14

51%

49%

1854

{ Apakah Bapak/ Ibu merasa

dilatih oleh nara sumber yang
kompeten karena memilike

| kapabilitas dalam bidangnya
pada sctiap kegiatan diklat

sertifikasi 7

137

37

174

9%

2%

100%

| Apakah Bapak/ Ibu menerima
1 materi dari nara sumber diklat
| sertifikasi dengan utuh atau

| lengkap sehinppa tidak perlu
| mencari referensi yang lain®?

1

iDg

174

358%

62%

0%

Apakah diklat sertifikasi yang
pernsh Bapak/ ' tkuti telah
memberikan rasa arman dan
kepastian meraih karier dan
jabatan vang lebil baik ?

bt

174

36%

63%

HiG%

Menunut peadapat Bapak/ thy,
apakah prinsip keadilan dan
kesetaraan sudah diterapkan
dalam penunjukkan/penogasan
peserta diklat sertifikasi 7

gt

104

174

40%

56%

100%

2o Apakah Bapak/ Ibu merasakan

memperoleh tambahan

{ pengetabuan setelah mengikuti
| kegiatan diklat sentifikasi 7

i64

ig

174

04%

6%
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Apakah Bapak/ Ibu merasakan
memperoleh tambahan
keterampilan setelah mengikuti
kegiatan diklat sertifikast ?

36

174

83%

1%

16

Apakah Bapak/ Tbu merasa
lebth mudah menemukan
masalah atau penyimpangan
setelah mengikoti diklat
sertifikast 7

Fif}

i

6%

44%

160%

11

Apakab Bapak/ Ibu merasa
laporan hasil pemeriksaan
menjadi lebih berkualitas
seteiah mengikuti diklat
sertifikasi ?

104

70

174

60%

40%

160%

"1 Apakah banyak hal-hal bar

| diklat sectifikasi yang

schelumnya belum pernah
Bapak/ I'vu ketahui 7

146

28

174

84%

[6%

HelG

13.

Apakah pimpinan/atasan
Bapalk/ Ibu lebth memberikan
kepercayaan penuh dalam
melakukan audit karena
dianggap telah merniliki
pengetabhuan dan keterampiian
yang memadai untuk
melakukan peran dalam tim
awdit ?

iga

53

174

61%

3%%

[60%

14

Setelah mengikuti diklat
sertifikasi, apakah Bapal/ Tha
merasa keglatan andit menjadi
lehih elisien dan tuntas 7

36

174

51%

49%

i69%

> 2271 Apakah diklat sertifikasi yang
dilakukan dapat mengurangi

perbedaan persepsi terhadap

21| suatu kasus ketika dilakukan
audit 7

1i4

&0

i74

66%

34%

1H00%

Apakah penerapan peran PM,
PT, KT dan Anggota sangat
membantu kegiatan audit 7

128

49

174

4%

26%

100%

17.

Apakah dikiat sertifikasi
dibawah pusbin BPKP mampu
meningkatkan kompetensi
Auditor Ityen Depdiknas ?

117

57

174

&%

13%
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Analisa Perbandingan Kondisi dan Kriteria Pola Karier JFA

Itjen Depdiknas per 31 Desember 2008
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142 | DIL7SORXX | Audimr AMiMuds | H¥G | 488,825 | KetwaTim Auditor ARl Madys Wi ”m%is b sosul ﬁfﬁgg s
143 | 139P4XXN | Auditor AMiMuda | DWd | 35571 | KewsTim Audior ARl Muda 17 nggg’@g susual po— S
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(44 | 131120XXX | Audiior abliMuds | U0 | 447,934 | Ketoz Tim Audiior Abli Madgn | TV perjeapng i sl & v g&w
145 | 10537XXX | Audiior AhliMude | L4 | 383813 | bl Audisor Ab Muds 1t mmgh sesuni sesuti g&
146 | 131B3EXNX | Audior AbliMuds | U | 442,039 | KewsTim Audior Al Madva i Mmﬁa oy — & g;ﬁm
147 | I31797XXX | Audior AbiMude | HEd | 530353 | Ketwn Tim Auditor Al Madya 1V &%ﬁ;@%m —— Qf&z ﬁw
148 | THIBAANXN | Audior AbfiMude | U | 4881 | KetunTim Auditor Al Mudya Vi N;’ggfm tdk sesual & S{fgﬁw
145 | 1H7O00C | Audlior AhiiMuda | NIUE | 50344 | KetwaTim Aufitor Al Madys 1via m%ﬁk ik sesual & s;fa:gm
150 | 131B06XXX | Audiior AWiMude | (U4 | 333812 | Kenn Tim Audiior Al Muds gy mmﬁis sesunl sesual ke
151 1 13TENNK | Audhor AbliMuds | DD | 426566 | KemaTim Auditor A Madys v mﬁ?gg&iﬁﬁs 1dk sesual aﬁéi o
(52 | 130S:00C | Audior ARl Mude | DY | 41698 | KewaTim Auditor ARl Madye ¥/ mffg:gmis ek sesusi w;ffﬁi By 4 |
(53 | 133008X0X | Auditor ABE Muda | i | 334283 | Ketws Titm Augitor Ahli Muds i ";;‘j;fﬁ?gf sesugi sesuai sesusi

184 | 172010XXX | Auditor ARG Mude | 117 | 538931 | Ketue Tim Audiior Abli Madya 1 mﬁg@?&ﬁ sk sesug B sif&.a,,
1$$ | 13IBTSKNN | Auditor AW Mude | 1A | 452284 | Ketua Tim Attitor Al Madyn Wi “;g:;ﬁ;‘&is 1dk sesual ;f:m “‘;'fniw
156 | 13169000x | Auditar ARt Mudg | 10 | 479,755 | Ketua Tim Auditor At Madya 1Vin Mok tdk sesusi ot m‘:‘:m
187 | 10759068 | Auditor Ahli Muda | I1/d | 492,071 | Ketua Tim Auditor Alli Madys Tvia mj’;{&";’gﬁh i sesvai ;miij sg:aj
158 | 130938%%X | Auditor AWiModa | 1070 | 45298 | Ketua Tim Auditar Alli Madyn Wi mﬂ;};jﬁ&“{gﬁ"ﬂi - tdic sesuai i S
159 | 1314683k | Auditor AhliMuda | 10/ | 3054 | Ketua Tim Auditor Al Muds e Penlening sesual sesual sequ

160 | 1317003xx | Auditor AbtiMude | HYd | 320,14 | Anii Auditor ARIF Muda A fighibuiangen sesual sesusi w‘f*‘wm
161 | I3LR0SXKX | Auditor AbliMuds | HUd | 36821 | KewaTim Auditor ARl Muds A W%ﬂf‘&ﬁ sesusi sesuai 5;2";1
162 | 13BI6XXX | Auditor AbliMude | HIA | 452957 | Kerus Tim Atditor Al Magyn 1 m%gﬁ& tdk sesuel ot ok
163 | I3I877XXX | Auditer Abli Mode | HU4 | 355367 | Ketus Tim Aaiditor Alli Madya v wmﬁﬁ% ek sesuai s:;& s_;:;,g__
164 | 130664XXX | Anditor AbtiMuds | Ul | 537282 | KenaTim Auditsr Abli Madya 1yh w%ﬁﬁi& 1k sesunl g;} &
BES L EINBETNIN | Amditer AbdiMude | T} 218311 | KeaTim Auditor Ahli Madys 1via penitaiungm 1k sespai @k iy
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pengendali teknis ‘sesunf sesual:
166 | 131459%XX | Audltor AhliMuda | IUd | 300 | KenaTim Auditor Ahli Muda I/ Felienjongan sesuai sesuai sesuai
167 | 132087XXX | Auditor AhliMuda | [1Ud | 368934 | Ketua Tim Audilor Ahli Muda nyd wﬁ?ﬁé‘fﬁis sesuai sesusi s;‘w;ﬁ
168 | 130681XXX | Auditor Penyelia nd | 384,79 Audilor Penyelin 1/ peﬁ‘g’lj:‘{‘gfi“gfms sesuai sesuai
169 | 13157150¢X | Auditor AnliMuda | Zd | 43621 | KetuaTim Auditor Ahli Madyn IVia m;‘?:;‘g;.“g";is tdk sesuai sc‘;“m sg“w_
170 | 131875300X | Auditor AhliMuda | Liid | 540,798 | Ketua Tim Auditor Ahli Madya IVia @";‘ﬂéﬁﬂb tdk sesuai setsdEai s::\l:ni
171 | 130816XXX | Auditor Al Muda | 1IUd | 319,57 | anii Audltor Ahli Muda i Cg sesuni sesuai it
172 | 131965XXX | Auditor AhliMuda | [Il/d | 522,408 | Ketua Tim Auditor Ahli Madya V/a Wﬁ;‘l—‘:ﬂ‘;‘iﬂis tdk sesuai sc‘:fai set::al
173 | 132087XXX | Auditor Abli Muda | [Ud | 428294 | Anii Auditor Ahlt Madya Vi pefg"ej:;";lﬂi“i‘};is k sesuas o ok
174 | 130790XXX | Auditor AhliMuda | [11/d | 626,053 | Ketua Tim Auditor Ahli Madya v/ Pcﬁ"g’lj::g]“i“gﬂis 1dk sesuai s;’fai sc‘;’:ﬁ
175 | 131804XXX | Auditor AhliMuda | Ui | 419433 | Anii Auditor Ali Madya VA pcﬁ‘g?::gfi“afnis 1dk sesusi S:‘::ai o
176 | 131910XXX | Auditor Ahli Madya | [ll/d | 503,749 | Pengendali Teknis | Auditor Ahli Madya IV/a mﬁ;’:&gfﬁﬂﬁ tdk sesuai sesuai sesuat
177 | 131844XXX | Auditor AhliMuda | [II/d | 423,006 | Ketua Tim Auditor Ahfi Madya IV/a @ﬁ'ﬁ:&'ﬂ;"&m tdk sesuni ke s
178 | 131808XXX | Auditor AhliMudn | [/ | 422,862 | Ketua Tim Auditor Ahli Madya IV/a pcfj";’;j::g]“i"i‘;{"nis tdk sesuai sc‘s":i s:::ai
179 | 131687XXX | Auditor Ahli Muda | [Il/d | 460,055 | Kewa Tim Auditor Ahli Madya Vi mn?::glnintge:‘nis tdk sesuai se‘::ni s:::m
180 | 132054XXX | Auditor AhliMude | [T/d | 302,909 | Kerua Tim Auditor Ahli Muda 1 Penjenjangen sesuai sesuai sesuei
181 | 132087XXX | Audior AhliMuda | [IVd | 362,908 | Anli Audilor Ahli Muga 1/ pe’:];"l_j:‘;‘g]‘i“fe“];is sesut sesusi S
182 | 131880XXX | Auditor Ahli Muda [Ii/d | 465,438 | Ketua Tim Auditor Ahti Madya [V/a pel:‘;rg:‘;g]ﬂ?&is tdk sesuai sctsd:m séggkafl__
183 | 131269XXX | Auditor Ahli Muda 111/ | 369,385 | Ketua Tim Auditor Ahli Muda 11/d pcpn;?:dn.:]j_nfc;ls sesuai sesuai selgl:cai
184 | 131909XXX | Auditor Abli Mudn | 1/d | 503,387 | Kewa Tim Auditor Ahti Madya W/ mﬁ‘;’f:ﬂ;‘i“iﬂis tdk sesuai s:::m 5:::31
185 | 130792XXX | Auditor Ahli Muda i/d | 519,379 | Ketua Tim Auditor Ahli Madya 1V w?ﬂgﬂ;“gﬂis 1k scsuni selsd:ni s:sd:ai
186 | 130779XXX | Audilor AbliMude | Hld | 394 | PindahJmlur/ Ahli | Auditor Ahli Muda 11/ mfg'jg:gﬁi“i‘;“mis sesua sesuai s:‘:]':ai
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: ; ; ; i penjenjangan “sesu: - tdk- k.
187 | 131759XXX | Avdilor Ahli Muda Ilid | 577,868 | Ketua Tim Auditor Ahli Madya IV pengendsli telnis ldk_sqsu_a_;. ‘sesual cesui
AUDITOR AHLI . . : penjenjangan X o k.. tdk.
188 | L30779XXX MUDA H/d | 498,92 | KewaTim Auditor Ahli Medya 1¥/a pengendali teknis tdk sesuai sesuai- sesuai-
189 | 131951XXX | Auditor Ahli Muda | Ill/c | 290,383 Auditor AhTi Muda ‘e P;{“gg'fl'.‘ﬁ“ sesuai sesuai
Auditor Ahli 3 g q Penjenjangan . tdk .
190 | 132069XXX | 1. ora Ulfe | 302,639 | Ketua Tim Auditor Ahli Muda I1ifd Kefua Tim 1k sesuai seauai. | ¥osuai
Auditor Ahli . q q Penjenjangan . tdk .
191 | 131694X3K Pe /e | 301,461 | KetoaTim Auditor Ahli Muda 101/ Ketua Tim tdk seauai sesuai | SESUE
192 | 131664XXX | Auditor AhliMuda | Ill/c | 333,068 | Ahli Auditor Ahli Mada v Penjenjangan tdkscsuni | sesusi dk
Ketuz Tim seauni |
Auditor Ahli " : q Penjenjengan . tdk uk
193 | 131687XXX Pertama Illfe } 243,376 | Ahli Auditor Ahli Muda lfe Ketuz Tim sesual sesuat sesugi
Auditor Ahli A g : Penjenjangan . tdk tdk
194 | 1318373XXX Pe Nfc | 266,18 | ahli Auditor Ahli Muda Iife Ketua Tim sesuai sesuai sesuai
Auditor Ahli . . q Penjenjangan : rdk udk
195 | 131468XXX Pertama Illfe | 220,49 | ahli Auditor Ahli Muda lilfe Ketua Tim sesuai sesual sesumi
Auditor Ahli : . | Penjenjangan . 1dk tdk
196 | 13145930 Pe Illfc | 231,421 | ahli Auditor Ahli Muda /e Ketwa Tim sesuai sesuai sesuai
Auditor Ahli . . ; Penjenjengan . tdk dk
197 | 132145XXX Pe lilfe | 241,024 | ahli Auditor Ahli Muda Iil/e Ketua Tim sesuai scsuai sesuai
Auditor Ahli : : - Penjenjangen . tdk tdk
198 | 131694XXX Pertama NMfe | 268,733 | ahli Auditor Ahli Muda Lilfe Ketua Tim sesual sesui sesugi
Augitor Ahli X a " Penjenjangan . tdk tdk
199 | 130870XXX Pertama ife | 231,01 | ahli Auditor Ahli Muda Nlfe Ketua Tim sesbai sesuni scousi
200 | 132087XXX | Auditor AhliMuda | Ol/c | 231,853 | Ketua Tim Auditor Ahli Muda it P‘]‘(“é;“:‘fr“i%m sesuai sesugi sesuai
Auditor Ahli I ; ; Penjenjangan . tdk dk
201 | 13BMXXX Pertama lUlie | 27825 | ahli Auditor Ahli Muda ife Ketua Tim ses0ai sesuai sesuai
Auditor Ahli . . - Penjenjengan ; 1dk dk
202 | 132145XXX Perama [ll/c | 261,473 | ehli Auditor Ahli Muda Hife Ketua Tim sesuai sesusi sesuai
203 | 131664XXX | Auditor Ahli Muda Iife | 247,233 | Kewa Tim Auditar Ahli Muda [lfe P?("é‘:u";?i%m sesual scsuai sesuai
Auditor ARTi . . - Penjenjangan . tdk .
204 | L32145%XX Pertama [ifc | 264,388 | Kerua Tim Auditor Ahli Muda Illfe Kema Tim sesuai sesuai | SCSuE
Auditor Ahli . ! 4 Penjenjangan . tdk -
205 | 131806XXX Pertama Iitfc | 289,485 | Keta Tim Auditor Ahli Muda Mlfc Ketua Tim sesugi sesumj | Sesumi
Auditor Ahli . L : Penjenjangan . tdk .
206 | 132145XXX Perama Hifc | 267,178 | Ketua Tim Auditor Ahli Muda Nlfe Ketua Tim sesual sesupi | SESUP
. . . . o Penjenjangan - : : tdk
207 | 130816XXX | Auditor Ahli Muda Hife | 30244 | ahl Auditor Ahli Muda 1/ Ketua Tim 1k sesuni sesuai sesuai
208 | 131797 | Auditor Ahli [Iie | 249,812 | ahli Auditor Ahli Muda llfe Pepjenjengan sesugi 1dk wdk
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Peruma Kews Tim sesitsl sesual
205 | 1318acx | Audior AR we | 25107 | e Ausitor Alfi Mods i Fiaknjange sesuai & &
210 | 3i7Exax | Audior ARG e | 25281 | and Avditor Al Mods e Ferenimngn sesoai s s:";
211 | 131806%Xx | Aot Al e | 243,598 | Kows Tim Auditor Abli Muda e fﬁzﬁ,ﬁﬁ“ sesusi g_w sesuni
22 | BIBIIRAK | udlior AR e | 267,469 | Kets Tim Auditor Alfi Muds ik Pee g sasul ] seousi
213 | 131690XXx | pudior Ak s | 268087 | i Autitor Al Muda i Penletiingen ke sesuai S &
216 | 131806Xxx | AUGOX ARl A | 235403 | Ak Auditor Ati Misda He Perloniangen r— o &
215 | 131as9XXX | SUIKSX ARl WA | 20773 | Pindsh Yelut A | Auditor A Muda e gill tdk sesuad & &
216 | 1314890 | Suditor Abl Wb | 16173 | Pindeh Jatues AR | Auditor AbliPerama | D ":ﬁ?ﬁi‘iﬁ""}? sesu sesusi sesusi
217 | 131208XXX g:i;g?‘h“ i | 240,064 | Ami Auditor Alli Muds Itife P;“j&*ﬁf’ tdk sesuai s;::&, sct::ni
218 | 131s0e00x | Audior Abl i | 263,084 | Abi Autitr AbU Muda W "fg’g;'fé?}‘%m tdk sesusi et S
219 | 131111xxx | Auditor AR b | 19736 | shi Auditor Abli Periams | Ub e sesual sesuat ok
220 | 131696%xXx | Hudior ARl 16 | 170556 | Pinduh Jatue/ AbK | Auditor Abti Pertama (/% o sesuai sesuni sesusi
221 | 1318063 | Aadilor Abl 10/ | 189,902 | Pindeh Jolues Abli | Auditor Al Pertomu [1ib Pf{“g;:g“;‘fn’f’ sesuai sesua S
222 | 131923KXX | Hachor ARl 0 | 183,084 | A Auditor AR Fertama (117b PE“j;»’g”{.‘fﬂ:" sesuai sesugi it
223 | 13as9x0ex | puditor ARl It/ | 280,082 | Ani Auditor AhH Misdn 1ife "f{'gé“i{’:r“fh"' tdk sesuai s::;‘g &
24 | 132206300 | Auditor ARl s | 20047 | At Auditor Al Miuda e s lean tdk sesaai s e
225 | 131873XXx | Audior ARl It | 258,462 | Pindah Jalue/ Anil | Audfiar Anli Muda Tiife T e tdk sesuai S S
226 [ 131128300¢ | Auditor ARl 0/ | 221849 | abli Auditor Ahli Muds f1¥e Penjenjangen 1k sesugi "sg,;ai, o
227 | 122064X00X | puditor ARl e | 200872 | abli Awditer AbHi Mude e pii&f‘g?r“gn““ tdk sesuai s s
228 | 130814XXX g‘fm’wi o | 314,617 | Pindah salues AN | Auditor Abl Musds B p&%%ﬁ 1l sesusi s;:;i:ni iéf:m
29 | 13175350 | fusior AR b | 154794 | abh Auditor AhTi Pertama i Pf;‘g;t“éﬁ’i‘g:“ sesti susugk Jo
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20 | 13igesae | Ao Asl e | 223,105 | ani Auditor ANli Mado itk Fenjenjangon ik sesuai si&i’.’

231 | DI87AXNX ;};‘r‘iﬁ‘”‘“‘i MV | 133,704 | Pindch Jaior AW | Audilor AbliPerama | 1 ?‘éﬁ’;ﬁ;" tdksesunl | sesuai

232 | 134999300 | U A Hia | 199,702 | Pindeh Julur AR | Auditor Al Pertema | 1l Femjenjangen wikseaual | sesusi

B. Auditor Trampil
Jmh erm 1 Sertifthasl
e woan | ot | Angla | ama | dnbnn o staran | SO | | Wi | Kol | Kot
Dirailikl

130672XXX Auditor Penyelia [Ti/d | 353,04 | Trampil Auditor Penyelin i Traropil sesuat se9unl Sesuai
130541508 Auditor Penivelia [i/d | 362,22 | Trampil Audilor Penyelia 1At Trampil sesini sl sesual
12054 14X Auditor Penyelin HiA | 381,79 | Trampil Audilor Penyelin ntd Trampil seshai sesusi - gesual
1304223 X% Audiror Penyctlia Hizd 300 Trampil Audilor Penystla N Trampil sesvai gesuai sesuai
130342X XX Auditor Penyelin HU/d | 358,701 | TrampH Auditor Penyehia 14 Trampi! seguak sesual gesuni
1305 13X %X Auditor Penyelia HI/ | 367,856 | Trampil Axditor Penyslia 10 Trampit stauai sesuai Sezsuei
130814X XX Auditor Penyelia HI/d | 408,036 1 Trampil Auditer Peroyelin 114 Trarapi} seaval estmi Stsuni
$IDB 70X Aunditor Penyelia Hid | 265,85 | Trempil Auditor Peoyelia 1i4d Tramphl SE3UE] oSt Sesuni
1I30518XXX Auditor Penyelia HIfd | 392,563 | Trempil Auditor Penvelia HiAd Trampil stsusd sestai Sesuni
1305370X Auditor PenyeHa Hifd | 37538 | Trempil Auditor Penyalia Hid Trampil Sesuni sesial sesumi
1305185000 Auditor Penyelia H1/d | 345,876 | Trampil Audiior Fenyelia 1A Trampil susun Sestni sesuni
130GROIO0O] Axditor Pepyelia B | 452408 | Trempil Axdiior Penvelia THA Trompi SEsuni T seanal
130605300 Auditor Penyelia A | 39856 | Trempil Auditor Perpelia Hd Trampil Sesund LTI sesunl
130ER TN Auditor Penyelin [HA | 428579 | Trempil Andiior Fenvelis 1HA Trampit sesun oSt sesuni
13061070CK Auditor Penyelis 1A | 523,648 | Trompil Anditor Poyelin iR Tramypil seguni sestud sl
[K:25:53.9.0.4 Auditor Penyelis [HA | 436488 | Teampil Auditor Fenyelia L Frampit seguad sestid seyya
134408 350X Auditor Penvelia THéz | 256,753 | Trampil Auditor Panyelin MM Trampd susund seaund sesua
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L3179RXX fﬁ‘jﬁ‘jﬁf‘mm i | 210208 | Trawpit Auditor Panyslia Hpe | Trampl g& ”f:& o—
L30814XXN i;‘;fg"mm B | 17133 | Trampit | AediorPelcksansLasjown | NS | Trampll | sesos "1 eesei | sosuni
131806XXX ﬁfjﬁf"’mm b | 155,666 | Trampil | Acditor Palaksans Lamjoten | 105 | Trampll | sesund sesuai po—
131 128X ﬁ;ﬁg"mm HUb | 175668 | Trampil | Auditor Pelsksanalonjten | I04 | Trampil | sasuti sesvi sesus;
E3LLBEXNX Auditer Penyelia iEY | 224,601 | Trampil Auditor Penyslin it Trorepil susuui &gﬁg sesnad
131459%XX f:;’é‘f’gff’m i | 171,385 | Trampit | Auditor Pelsksena Lanjwtan | Uid | Trempil | sesond sosual ) sesual
131759XXX C:Q‘E‘g"“km b | 177,886 | Trampil | Auditor Pelksama Lanjutan | OB | Trsmpdl | soound sesui wesuai
131B0GXXX f:;ﬂ?;nmmma Illfa | 123224 | Trampil Avditor Pelakseng Lonjutan Hly Tresmpll sesuni aesusi sesuai
F3188IXXX ﬁ’fj‘;ﬂn""m‘““ Va | 14091 | Trampil | Auditor PelaksenaLonjutan | W¥a | Trampil sesuel sesus sesund
131880300 f;gj";::;" cleksana HVa | 110,197 | Trampil | Auditor Peleksnnn Lonjutan | s | Trampil | sesusi sesui sesusi
131883XXX ﬁ:f&i:; Peleksonn Wa | 112,872 | Trampil | Auditer Pelaksana Lamjutan | MUa | Trampil | sesuai nesual sesu
JAURITXNK t:r‘szf;n"“mm Wia | 162,018 | Trampil | Audior PeleksanLanjwan | Db | Trampis | sesusd sesuai sesual
131 §58XXX m:“’;“"““’“m Hija | 134021 | Trampit | Auditor Pelnksenn Lanjwan | 166 | Tremwpl | sesusi sesual sesuoi
131654 XXX &?ﬁn&mm fii/e | 139,765 { Trampil | Auditor Pelsksans Lamjutan It/ Trampil sesuai sesuni $esuni
130897XXK "‘L",’fjif;f“mm Wia | 1254 | Trawpd | Auditor PelukseneLasjuten | HYa | Trampill | sesual sesai sesuni
19NN Auditor Pelaksanz Hid 8837 | Trampil Zuditor Peluksane N Frampil gesuRi sesuni sesunl
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KUESIONER PENELITIAN

Assalamu’alaikum W.W,

Bapak/lbu Auditor Inspektorat Jenderal Depdiknas yang kami hormati, saya
Sujana Gitanegara, S.T. mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Indonesia
yang sedang menyusun karya akhir dengan judul:

*Analisis Dampak Sertifikasi Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor
Terhadap Kompetensi, Sistem Karier dan Fungsi Auditor Inspektorat
Jenderal Depdiknas”

Sehubungan dengan hal tersebut, kami membuluhkan informasi yang akurat dari
Bapak/lbu melalui pengisian kuesioner yang kami bagikan ini. Jawaban Kuesioner
dari Bapak/lbu sangat berguna bagi kami dalam menganalisis realisas) dampak
sertifikasi binaan BPKP terhadap kompeiensi Audifor Hen Depdiknas.

Demikian kiranya, atas perhatian, kerjasama dan bantuan Bapak/bu, kami

ucapkan ferima kasih.

Jakarta, 2 April 2008

Sujana Gitanegara

Analisis Dampak..., Sujana Gitanegara, FEB Ul, 2009



Lampiran 4 {lanjulan.}

Pedoman Pengisian Instrumen

Berlgh tandz check { ¥ ) pada salab satu kolom jawaban yang tersedia di sebelah kanan

perignyaan yntuk masing-masing perianysan

Setiap pertanysan hanya berisi 1 {safu} jawaban dan lidek diperkenankan mengist jawaban

lebih dari satu.

No

Pertanyaan

Sudah/Ya

Belum/Tidak

Apakeh kegiatan diklat sertifikasi sudah sesuai dengan
kebutuhan pengetabuan untuk melaksanakan peran delam
tm audit ?

Apakah kegiatan diklat sertifikasi sudah sesuai dengan
kebutuhan keterampilan untuk melaksanakan peran datam
tim audit 7

Apakah diklat sectifikasi yang Bapak/ Ibu ikuti banyek
mengubah sikap kerjia Bapak/ [bu menjadi lebih baik dalam
titn Audit ?

Apakah Bapak/ {bu merasa dilatth oleh nara sumber yang
kompeten karena memiliki kapabilitss dalam bidangnya
pada setiap kegiatan diklat sertifikast 7

Apakah Bapak/ Ibu menenma materi dari para sumber
diklat sertifikasi dengan utub atau lengkap sehingga tidak
perlue mencari referenst yang lain 7

Apakah dikiat sertifikasi yang permah Bapak/ Ibu ikuti
telah memberikan rasa aman dan kepastian meraih karier
dan jabatan yang lebih baik 7

Menurut pendapat Bapak/ lbu, apakah prinsip keadilan dan
kesetaraan sudah diterapkan dalam
penunjukkan/penugasan peserta diklat sertifikasi ?

Apakah Bapak/ Ibu merasakan memperclch tambahan
pengetahuan setelah mengikuti kegiatan diklat sertifikasi 7
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Apakah Bapak/ Ibu merasakan memperoleh tambahan
keterampilan setelah mengikuti kegiatan diklat sertiftkasi 7

10,

Apakah Bapak/ Tbu merasa lebih mudah menemukan
masalah atau penyimpangan setelah mengikuti diklat
sertifikast 7

11.

Apakah Bapak/ Ibu merasa laporan hasil pemeriksaan
menjadi  lebih  berkualitas  setelah mengikuti  diklat
sertifikasi ?

12

Apakah banyak hal-hal barr yang diperoleh dalam
kegiatan dikiat sertifikasi yang sebelumnya belum pernah
Bapak/ Ibu ketahui 7

13.

Apskah pimpinan/atasan Bapak/ Ibu lebih memberikan
kepercayaan penuh  dalam  melakokan audit karena
dianggap telah memiliki pengetahuan dan keterampilan
yang memadat untuk melakukan peran dalam tim audit ?

14.

Setelah mengikuti diklat sertifikasi, apakah Bapak/ Jbn
merasa kegiatan audit menjadi lebih efisien dan tuntas 7

15.

Apakah diklat sertifikasi yang dilakukan dapat mengurangi
perbedaan persepsi terhadap suatu kasus ketika dilakukan
audit ?

6.

Apakah penerapan peran PM, PT, KT dan Anggota sangat
membantu kegiatan audit 7

17

Apakah diklat sertifikasi dibawah pusbin BPKP mampu
meningkatkan kompetensi Auditor Itjen Depdiknas 2

~ Terima kasth -

Catatan :
¥ Kompetensi adalah suato kemampuan menguasai dan menerapkan pengelabuan, keterampifantkeahlian, dan

sikap kerjs tertentu i tempat kerja sesual dengan kKinerja yang dipersyaratkan,

¥ Kompetensi erat kaitannya dengan kewenangan,
¥ Orang vang kompeten islah orang vang memilild kemampuan dan sekalipue luga kewenangan,
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Lampiran 5

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANCKATAN BAN KENAKAN PANCKAT/ABATAN

AUDITOR AMLY
JIEMIANG JABATAN/GULONGAN RUANGZANGIA KREDIT
LINGLR PER AUDITOR ANL AUDITOR Al AUNTOR Al AUDITOR AHLI
ENTASE PEREAMA MLiD A, MADYTA UTAMA
Hiza fi/b Hifg Feifet ¥/ b ¥/ W {d i¥ie
T BOMPOISISE UMLAY AK
RUMLLATE MINIMAL «
UTAMA 3.80% 8G 120 £.7¢] 1480 30 440 $40 LB 840
B, PENUNIAMG & 0% it 30 44 &l g0 FEG f40 (70 210
AL 1005 100 {50 750 300 300 550 700 850 1056
KOMPOSSE JUMLAH
PENAMBAHAN AXUNTUX
KENAIKAN PANGEAT 1 (SATU}
TINGRAT LEBIH TINGG!
A, LITAMA -
4. PENDIDHCAKN :
2. PENGAWASAN : 37 37 7¢ LV 188, 108 11134 130 18
3. FENCEMBANGAN PROFEN 3 3 ] 8 13 e 13 18 i 18
UMLAH ' 40 30 BD 86 120 20 120 150 50
8 PENUNJANG g 10 0 20 10 3 30 44 .
JUMEAH 50 40 100 e §50 . TS0 {50 200 3]
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HUMLAH ANGRA KREDIT KUMULATIF MININAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKANPANGKAT/JABATAN

AURITOR TRAMPIL

Lampiran 6

JENJANG [ABATANICOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT

{0 UNSUR PER AUDITOR TRAMPIL ALDITOR TRAMPIL JAUDITOR TRAMPIL
SENTASE PELAKSANA PEL,LANJUTAN PENYELIA
II7b /¢ 174 Iffa M lil/e li/d
1 [KOMPOSISIIUMLAHAK
KUMULATF MINIMA! :
A, UTAMA > 80% 32 48 B4 80 120 160 30
B. PENUN]ANG < 20% B 12 16 20 30 40
JUMLAH 100%: 40 &0 3] 100 150 200 30
I {KOMPOSISIJUMLAH
. |PENAMBARAN AK LNTUK
KENAIKANPANGKAT (SATU)
TINGKAT EBIH TING:!
JA. UTAMA
t. PENDRIKAN
2. PENGYWASAN 15 IS ] 38 38 76 28.5
3. PENGIMBANGAM PROFESI i i 1 2 2 4 (.S
JUMLAH 1é i4 16 40 40 [Ts] i0
B.PENUNIMNG 4 5 4 10 10 20
‘JUMLAH 20 20 20 50 50 100 | 30
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